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ABSTRAK
Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam pembangunan 
suatu daerah. Strategi pembangunan dan sasaran tujuan daerah harus benar-benar 
memperhatikan aspek sumberdaya manusia dalam memasuki lapangan kerja. 
Salah satu upaya dalam penciptaan perluasan lapangan kerja dan penciptaan 
lapangan-lapangan kerja yang berkelanjutan adalah adanya pembangunan 
ekonomi. Karena dengan adanya penyerapan tenaga kerja yang meningkat maka 
angka pengangguran akan berkurang. Dalam hal ini semakin berkembangnya 
potensi yang sangat mendukung dengan potensi lokasi geografis maka dapat 
membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja.
Rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh inflasi, PDRB dan upah 
minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Bandar Lampung dalam 
perspektif Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di 
Kota Bandar Lampung dan pandangan Ekonomi Islam terhadap inflasi, PDRB 
dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitaif dengan data sekunder di Kota
Bandar Lampung. Pengumpulan data mengunakan teknik dokumentasi dan studi 
pustaka. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengunakan uji asumsi klasik, 
regresi linier berganda dan uji hipotesis. 
Secara keseluruhan hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis 
dapat disimpulkan bahwa secara parsial bahwa varaibel inflasi berpengaruh tidak 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan varaibel PDRB serta variabel 
upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota 
Bandar Lampung. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel inflasi, PDRB 
dan upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka dengan 
kata lain varaibel-variabel independen mampu menjelaskan besarnya variabel 
dependen yaitu variabel penyerapan tenaga kerja.
Perspektif Ekonomi Islam mengenai inflasi, PDRB dan upah minimum 
terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan 
prinsip-prinsip ekonomi islam karena didasarkan untuk kesejahteraan masyarakat
Kata Kunci : Penyerapan tenaga kerja, Inflasi, PDRB, Upah Minimum
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Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu 
akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini. Untuk menghindari kekeliruan 
bagi pembaca maka perlu adanya penegasan judul. Oleh karena itu, untuk 
menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan 
terhadap arti kalimat dalam skripsi ini dengan harapan memperoleh 
gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini 
adalah “PENGARUH INFLASI, PDRB DAN UPAH MINIMUM 
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA BANDAR 
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 
2009-2017”.
Adapun istilah-istilah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Inflasi
Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga 
secara tajam (absolute) yang berlangsung terus menerus dalam jangka 
waktu cukup lama.1
2. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 
aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah.2
                                                            
1 Tajul Khawalty, Inflasi dan Solusinya, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 
2000), h.6
2 Rahardjo Adisasmita, Pembiyaan Pembangunan Daerah, (Yogyakarta: Graha ilmu, 
2011), h.26
23. Upah Minimum
Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh 
pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau 
buruh yang bekerja diperusahaannya.3
4. Penyerapan Tenaga Kerja
Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya orang yang dapat terserap 
untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi.4
5. Ekonomi Islam
Ekonomi islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan berproduksi, 
distribusi dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam kerangka mencari 
maisyah (penghidupan individu maupun kelompok atau negara sesuai 
ajaran islam) atau berdasarkan Al-qur’an dan Hadist.5
Berdasarkan penjelasan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk membahas 
lebih dalam mengenai Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum 
Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam 
Tahun 2009-2017.
                                                            
3 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), h.71
4 Kadir, Manat Rahim, La Ode Suriadi, ‘’Pengaruh Investasi Dan Konsumsi 
Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Kota Kendari’’, E-
ISSN : 2503-1937, Jurnal Ekonomi, Vol.1. No. 1, April 2016, h.14.
5 Hasan Andy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, 
(Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), h.11
3B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah:
1. Alasan Objektif
Pada tahun 2008 dimana terjadi krisis ekonomi yang belum 
sepenuhnya pulih di tahun 2009 tersebut. Sehingga harga sejumlah 
bahan kebutuhan pokok di lampung bertahan tinggi yang dapat 
memicu tingginya inflasi di Kota Bandar Lampung dan adanya 
fenomena tentang permasalahan yang muncul dalam kebijakan 
penetapan upah minimum kota (UMK). Akan tetapi menjadi rekor 
tertinggi yang diperoleh dalam pertumbuhan ekonomi yang diukur 
berdasarkan PDRB Provinsi Lampung. Semakin terkendalinya 
beberapa faktor tesebut di harapkan berdampak pada terserapnya 
tenaga kerja di kota Bandar Lampung, sehingga mengurangi angka 
pengangguran. Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana 
pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum tersebut terhadap 
penyerapan tenaga kerja dari tahun 2009 hingga tahun 2017.
2. Alasan Subjektif
Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi 
ilmu  penulis pelajari selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
yaitu program studi Ekonomi Syariah. Peneliti melakukan penelitian 
ini karena banyaknya referensi pendukung dari data BPS atau dari 
literature lainnya.
4C. Latar Belakang Masalah
Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk mewujudkan adanya 
perubahan-perubahan ekonomi, disamping itu sudah tentu terjadi kenaikan 
output.6 Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia 
kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan 
mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan 
tertentu.7 Keberhasilan suatu pemerintahan dapat dilihat dari seberapa jauh 
pemerintah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. 
Dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang tinggi maka akan berdampak 
pada peningkatan daya beli masyarakat dalam usia kerja, sehingga 
kesejahteraan masyarakat dalam usia kerja akan meningkat. Upaya untuk 
meningkatkan pendapatan ekonomi diperlukan kerja keras dan sebuah 
perjuangan yang tidak mudah. Hal tersebut membutuhkan kerja sama 
dengan semua pihak baik swasta, pemerintah, maupun masyarakat dalam 
usia kerja yang mempunyai status sebagai pekerja atau bekerja.
Simanjuntak menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang 
sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan melakukan 
kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga, dengan 
batasan umur 15 tahun (usia kerja) dan merupakan jumlah angkatan kerja 
yang bekerja disuatu daerah tertentu.8 Salah satu faktor yang 
                                                            
6 Arfida BR, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 
h.24
7 Irawan, Suparmoko, Ekonomika Pembangunan, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 
2002), h. 9
8 J. Simanjuntak Payaman, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia (Jakarta: FE 
UI, 1985), h. 8
5mempengaruhi keberhasilan pembangunan adalah pelaksana pembangunan 
itu sendiri, yaitu para pekerja khususnya dan seluruh penduduk Provinsi 
Lampung pada umumnya. Berikut ini adalah daftar penyerapan tenaga 
kerja perkabupaten atau kota di Provinsi Lampung tahun 2009-2017.
Tabel 1.1
Kondisi Umum Tenaga Kerja 
Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017
Sumber : Badan Pusat Statistik Di Provinsi Lampung (data diolah)
Tabel 1.1 menunjukkan data mengenai kondisi umum jumlah tenaga 
kerja yang bekerja di Provinsi Lampung menurut kota/kabupaten tahun 
2009-2017. Jumlah penduduk yang bekerja terbanyak di Provinsi 
Lampung menurut kota/kabupaten  tahun 2009-2017 yaitu di Kota Bandar 
Lampung sebesar 3.430.422 orang. Sedangkan yang terendah adalah 
Kabupaten Pesisir Barat sebesar 19.782 orang. Dikarenakan Provinsi 
Lampung mengalami pemerataan yang mengakibatkan timbulnya 
6kabupaten baru pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Pesisir Barat yang 
pecahan dari Kabupaten Lampung Barat.
Secara spasial, Lampung merupakan Provinsi dengan pertumbuhan 
ekonomi tertinggi keempat di Sumatera setelah Provinsi Bengkulu, 
Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Capaian kinerja ekonomi Lampung di 
akhir tersebut menjadi layak untuk terus diupayakan agar struktur dan 
sumber pertumbuhan ekonomi Lampung semakin seimbang dan mampu 
menopang pertumbuhan secara berkesinambungan. 
Hal ini terlihat dari banyaknya tenaga kerja di daerah perkotaan 
maupun pedesaan yang bekerja dibawah jam kerja normal dan mereka 
hanya bekerja secara harian, mingguan, atau musiman. Keadaan ini 
menuntut penciptaan lapangan kerja baru sesuai dengan perkembangan 
jumlah tenaga kerja.9 Dengan begitu terjadi adanya ketidakseimbangan 
antara naiknya penyerapan tenaga kerja yang ada di Kota Bandar 
Lampung. Sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran 
yang masih tinggi apabila dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya.
Pada Kota Bandar Lampung ada beberapa potensi yang sangat 
mendukung salah satunya yaitu pada potensi lokasi geografis yang sangat 
strategis dan ternyata masih memiliki jumlah penduduk yang terlalu besar 
dibandingkan dengan Kota atau Kabupaten lainnya. Pada posisi geografis 
tersebut mengantar Kota Bandar Lampung untuk meraih peluang menjadi 
                                                            
9 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2015), 
h.9
7salah satu pusat pertumbuhan yang berperan dalam sistem ekonomi 
regional IMS-GT maupun menjadi bagian dari koridor kegiatan ekonomi. 
Pada konstelasi ruang perekonomian tersebut, Kota Bandar Lampung 
berpeluang mengisi fungsi-fungsi ekonomi secara selektif dan kompetitif, 
terutama dalam sistem pusat-pusat pertumbuhan yang ada. Sehingga segala 
ketentuan tentang tenaga kerja sudah harus segera dilakukan penyesuaian 
dan pengembangan lapangan pekerjaan yang ada di Kota Bandar 
Lampung.
Tabel 1.2
Kondisi Umum Tenaga Kerja 
Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung (data diolah)
Tabel 1.2 menunjukkan data mengenai kondisi umum tenaga kerja di 
Kota Bandar Lampung tahun 2009-2017. Kondisi pertumbuhan jumlah 
penduduk usia kerja dan pertumbuhan penduduk yang bekerja pada Kota 
Bandar Lampung pada tahun 2009-2017 mengalami perbandingan yang 
fluktuatif. Pada tahun 2010 penduduk yang bekerja di Kota Bandar 
8Lampung mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 0.11% dan dua 
tahun selanjutnya yaitu tahun 2011 dan 2012 di Kota Bandar Lampung
mengalami penurunan pertumbuhan penduduk yang bekerja yang diduga 
disebabkan oleh naiknya harga bbm sehingga harga-harga faktor produksi 
ikut naik yang akhirnya juga berdampak pada penurunan penyerapan 
tenaga kerja.
Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja diduga dipengaruhi oleh 
terkendalinya tingkat inflasi, bertambahnya jumlah produk domestik 
regional bruto (PDRB) dan besar kecilnya pertumbuhan upah minimum 
Kota Bandar Lampung yang ditentukan. Begitupun sebaliknya bahwa 
berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja diduga dipengaruhi oleh 
turunnya produktifitas yang disebabkan tingkat inflasi yang tak terkendali, 
berkurangnya jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) dan terlalu 
banyaknya upah minimum kota yang ditentukan.
Kodisi seperti ini menyebabkan ketidakseimbangan antara 
pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja. Karena jumlah penduduk dalam 
usia kerja adalah orang-orang yang termasuk sudah berkerja, siap bekerja 
namun belum mempunyai pekerjaan tetap, masih sekolah dan ibu rumah 
tangga. Kota Bandar Lampung yang memiliki potensi lokasi geografis 
yang sangat strategis untuk meraih peluang menjadi salah satu pusat 
pertumbuhan yang berperan dalam sistem ekonomi. Akan tetapi kurangnya 
peluang dalam lapangan pekerjaan yang tersedia mengakibatkan 
pengangguran di Kota Bandar Lampung tinggi.
9Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam 
pembangunan daerah. Pada mulanya pemenuhan kebutuhan pokok dan 
upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas individu 
itu sendiri, yakni dengan bekerja. Sedangkan tenaga kerja dalam ekonomi 
islam adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan 
atau pemikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.10 Peran yang 
begitu penting menjadikan tenaga manusia tidak akan pernah tergantikan 
disemua kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, tanpa tenaga kerja maunusia 
tidak ada hasil yang akan dicapai dan tidak ada hasil yang berguna.
Islam pun mengajarkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan 
menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. 
Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk memenuhi sebagian perintah 
Allah swt seperti infak, zakat, pergi haji, perang (jihad), dan sebagainya.11
Anjuran tersebut terdapat dalam Q.S At-taubah (9) Ayat 105 :
           
              
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
                                                            
10 Nurul Huda, Ekonomi Islam,(Jakarta: Kencana,2008), h.24
11 Siti Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta : Salemba Empat, 
2015), h.50
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Penjelasan ayat  tersebut adalah bahwa dalam islam sangat 
menganjurkan untuk bekerja, karena dengan bekerja kita dapat memenuhi 
kebutuhan hidup dengan cara yang halal dan setiap pekerjaan atau tingkah 
laku akan mendapatkan amal atau dosa, baik yang besar ataupun yang 
kecil pasti akan diperlihatkan dengan sejelas-jelasnya pada hari kiamat 
serta akan mendapat pertanggung jawaban kelak diakhirat. Begitupun 
hadits Rasulullah saw banyak yang mengarahkan umat manusia agar 
bekerja dan mengarah kepada profesionalisme sesuai al-Qur’an. 
Pada penyerapan tenaga kerja pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor 
eksternal dan internal. Secara eksternal dipengaruhi oleh tingkat 
pertumbuhan ekonomi (PDRB), tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat 
bunga. Sedangkan secara internal dipengaruhi oleh tingkat upah, 
produktivitas tenaga kerja, kepuasan kerja dan modal.12 Karena inflasi 
yang terjadi pada perekonomian memiliki beberapa dampak yang 
diantaranya adalah inflasi menyebabkan perubahan output dan tenaga 
kerja. 
Perusahaan akan menambah jumlah output apabila masih terjadi inflasi 
ringan. Keinginan perusahaan menambah output tentu juga dibarengi 
penambahan faktor produksi seperti tenaga kerja. Dengan kondisi itu maka 
permintaan akan tenaga kerja akan meningkat yang selanjutnya 
meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan akan mendorong laju 
                                                            
12 T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia,Edisi kedua, 
(Yogyakarta: BPFE, 1987), h. 52
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perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional.13 Begitupun 
apabila terjadi peningkatan jumlah PDRB akan berpengaruh pada 
peningkatan penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya penurunan 
jumlah PDRB akan berpengaruh pada penurunan penyerapan tenaga 
kerja.14 Namun dengan kenaikan upah minimum tersebut akan berdampak 
pada penyerapan tenaga kerja yang berkurang, karena dengan naiknya 
upah akan menambah biaya-biaya dalam perusahaan sehingga perusahaan 
mengurangi jumlah tenaga kerja. 
Penyerapan tenaga kerja sangatlah penting jika suatu wilayah tenaga 
kerja yang terserap rendah dan tidak tersedianya lapangan kerja maka akan 
meningkatnya pengangguran yang akan berakibat pada kemiskinan yang 
tinggi. Kondisi penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung yang 
tinggi dan pengangguran pun memiliki angka tertinggi dibandingkan 
dengan kota/kabupaten lainnya pada periode tahun 2009-2017 menjadi 
ketertarikan tersendiri untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, serta perlu 
juga diteliti sejauh mana peran inflasi, PDRB dan upah minimum 
berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung.
D. Batasan Masalah
Mengingat luasnya pembahasan dan menghindari kekeliruan peneliti 
maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti 
                                                            
13 Muana Nanga, Makro Ekonomi : Teori, Masalah dan Kebijakan, (Jakarta: PT Grafindo 
Persada, 2005), h.44
14 N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Makro, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2006), 
h.248
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membatasi masalah ada variabel terikat yaitu Penyerapan Tenaga Kerja 
dimana tenaga kerja yang dimaksud adalah penduduk yang sudah 
mempunyai pekerjaan atau sudah bekerja dalam usia kerja (diatas 
15tahun). Sedangkan pada variabel bebas yaitu Tingkat Inflasi dalam 
pertahun, Jumlah PDRB dalam harga konstan dan Upah Minimum dalam 
Kota.
E. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Adakah Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Secara Parsial 
Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Tahun 
2009-2017?
2. Adakah Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Secara Simultan
Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Tahun 
2009-2017?
3. Bagaimana Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap 
Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam?
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris 
tentang:
a. Untuk Mengetahui Seberapa Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah 
Minimum Secara Parsial Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja       
Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017.
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b. Untuk Mengetahui Seberapa Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah 
Minimum Secara Simultan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja    
Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017.
c. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pengaruh
Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga 
Kerja.
2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak terutama hal 
praktis dan teoritis.                                                                                                                             
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk 
penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang 
pengembangan Ilmu Ekonomi Islam.
b. Manfaat Praktis
Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sehingga 
memperoleh gelar sarjana ekonomi dan sebagai pengalaman 




A. Konsep Tenaga Kerja
1. Definisi Tenaga Kerja
Tenaga Kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi, 
kemampuan, yang tepat guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk 
bekerja dan berperan serta dalam perbangunan, sehingga berhasil guna 
bagi dirinya dan masyarakat secara keseluruhan.15 Tenaga kerja 
sebagai sumber daya ekonomi menunjuk kepada kepemilikan 
pekerjaan tertentu, melakukan kegiatan bekerja, menempati lapangan 
kerja yang tersedia dan dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk 
orang lain. 
Menurut Simanjuntak tenaga kerja adalah penduduk yang sudah 
atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan melakukan 
kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga, dengan 
batasan umur 15 tahun (usia kerja) dan merupakan jumlah angkatan 
kerja yang bekerja disuatu daerah tertentu.16 Pernyataan ini sejalan 
dengan pendapat Subri yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah 
permintaan partisipasi tenaga dalam memproduksi barang ataupun jasa 
                                                            
15 Oemar Hamalik, Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.7
16 J. Simanjuntak Payaman, Pengantar Ekonomi…, h. 8
15
terhadap penduduk berusia kerja (15 tahun keatas).17 Begitupun dengan 
menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1, tenaga kerja 
adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam 
maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan UU No. 25 tahun 
2007 tentang ketenagakerjaan, ketetapan batas usia kerja penduduk 
Indonesia adalah 15 tahun.
Pada kamus besar bahasa Indonesia tenaga kerja adalah orang yang 
bekerja atau mengerjaka sesuatu orang yang mampu melakukan 
pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Menurut 
Artoyo pengertian tenaga kerja secara umum adalah pengertian tentang 
potensi yang terkandung dalam diri manusia yang di kaitkan dengan 
pendayagunaan di berbagai kegiatan usaha yang ada.18 Tenaga kerja 
merupakan faktor penting dalam sebuah proses produksi. Tenaga kerja 
merupakan penggerak faktor produksi tersebut sehingga sampai dapat 
menghasilkan suatu barang dan jasa akhir. 
2. Penduduk
Menurut Feriyanto bahwa penduduk adalah mereka yang termasuk 
angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan menurut 
                                                            
17 Mulyadi Subri, Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan, 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30
18
Hendra Nairobi dan Muhidin SIrat, Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor 
Industri Pengolahan Makanan di Provinsi Lampung, Jurnal Ekonomi Pembangunan, vol.6 
no.1, (2017), h.20
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referensi waktu tertentu.19 Penduduk adalah semua orang yang 
berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan 
atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi 
bertujuan untuk menetap. Secara sederhana penduduk dikelompokkan 
menurut Penduduk Usia Kerja (PUK) dan Penduduk di Luar Usia 
kerja. 
Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berumur 15 
tahun ke atas yang terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan 
kerja. Sedangkan Penduduk di Luar Usia Kerja adalah golongan 
penduduk usia kerja di bawah usia 15 tahun.
Adapun Penduduk dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : 
a. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau 
punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang 
mencari pekerjaan. Adapun angkatan kerja terdiri dari dua 
kelompok yaitu: 
1) Bekerja adalah angkatan kerja yang melakukan pekerjaan 
dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh 
pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 
satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu. 
Tercakup di dalamnya orang atau sekelompok orang yang 
meliputi: 
                                                            
19 Nur Feriyanto, Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia, 
(Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2014), h.27
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a) Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang tidak 
sedang bekerja atau cuti, sakit, mogok, mangkir, perusahaan 
menghentikan kegiatannya sementara (misalnya kerusakan 
mesin, belum masa produksi, dan sebagainya). 
b) Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian yang 
sementara tidak bekerja seperti dokter, tukang cukur, 
tukang pijit, dan sebagainya tetap dikategorikan tetap 
bekerja, walaupun selama seminggu sebelum pencacahan 
bekerja kurang dari satu jam. 
2) Pengangguran adalah mereka yang termasuk angkatan kerja 
tetapi tidak bekerja, seperti :
a) Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk 
memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan.
b) Mempersiapkan usaha adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu 
usaha “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh 
penghasilan/ keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan 
atau tanpa mempekerjakan buruh/ karyawan/ pegawai 
dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha 
yang dimaksud adalah apabila sudah melakukan “tindakan 
nyata” seperti mengumpulkan modal atau 
perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus ijin 
usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.
18
c) Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan adalah 
mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak 
berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga ia merasa tidak 
mungkin mendapat pekerjaan. Mereka merasa karena 
situasi/ kondisi/ iklim/ musim tidak mungkin mendapatkan 
pekerjaan yang diinginkan.
d) Sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja adalah 
mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima 
bekerja/sudah mempersiapkan suatu usaha tetapi pada saat 
pencacahan belum mulai bekerja.
b. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang 
kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan atau 
penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah 
tangga dan lainnya. Bukan angkatan kerja terdiri dari tiga 
kelompok yaitu: 
1) Sekolah adalah seseorang untuk bersekolah disekolah formal 
mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi 
selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan, tidak 
termasuk yang sedang libur sekolah 
2) Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang yang 
mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: 
ibu-ibu tumah tangga dan anaknya yang membantu rumah 
tangga 
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3) Kegiatan lainnya adalah kegiatan seseorang selain sekolah dan 
menggurus rumah tangga, yaitu mereka yang sudah pensiun, 
orang yang cacat jasmani yang tidak melakukan sesuatu 
pekerjaan seminggu yang lalu.20
Gambar 2.1
Komposisi Penduduk
B. Konsep Penyerapan Tenaga Kerja
1. Penyerapan Tenaga Kerja
Menurut Kuncoro, penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya 
lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah 
penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di 
berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja 
disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja.21
                                                          
20 Basir Barthos, Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro 
,(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.17
21 Haryo Kuncoro, “Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja’’, Jurnal 
Ekonomi Pembangunan, Vol. 7 No. 1, (2002), h.46
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Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor perekonomian.
Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan 
barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju 
pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap 
sektor dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan 
tersebut mengakibatkan dua hal yaitu yang pertama, terdapat  
perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing 
sektor, dan yang kedua, secara berangsur-angsur terjadi perubahan 
sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam 
kontribusinya dalam pendapatan nasional.
Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan adanya keseimbangan 
antara permintaan dan penawaran tenaga kerja secara bersama 
sehingga dapat menentukan upah keseimbangan dan suatu 
keseimbangan tenaga kerja. Dalam dunia kerja penyerapan tenaga 
kerja berbeda-beda cara kerjanya, bisa dibedakan sesuai 
pendidikannya, keahlian khusus atau pengalaman untuk mendapatkan 
kerja disektor formal.22
Menurut Handoko tentang teori tentang penyerapan tenaga kerja 
dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal 
dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB), tingkat 
inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Sedangkan secara internal 
dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, kepuasan 
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21
kerja dan modal.23 Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah dari tenaga 
kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu. Tenaga kerja 
telah bekerja dan terserap dalam sektor perekonomian dimana hal 
tersebut akan berdampak menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah 
besar. Mengacu pada uraian di atas, maka diperoleh kesimpulan yang 
dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah 
jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor.
2. Permintaan Tenaga Kerja
Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang 
dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya 
permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat 
upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan 
hasil produksi.
a. Perubahan Tingkat Upah 
Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendah 
biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa 
tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal berikut :
1) Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi 
perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per 
unit barang yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan 
memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga 
barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau 
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membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak 
produksi barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen 
menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi 
mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. 
Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena 
pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala 
produksi atau “scale-effect”. 
2) Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal 
lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka 
menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya 
dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan 
kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-
lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena 
adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin 
disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau “substitution-
effect”.24
b. Faktor-faktor Lain yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja :
1) Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari 
perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil 
produksi perusahaan meningkat, produsen cenderung untuk 
menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut 
produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.
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2) Harga barang-barang modal: apabila harga barang-barang 
modal turun dan tentunya mengakibatkan pula harga jual per 
unit barang akan turun. Pada keadaan ini, produsen cenderung 
untuk meningkatkan produksi barangnya karena permintaan 
bertambah besar. Di samping itu, permintaan akan tenaga kerja 
dapat bertambah besar, karena peningkatan kegiatan 
perusahaan. 
Efek kedua yang akan terjadi apabila harga barang-barang modal 
turun adalah efek substitusi. Keadaan ini dapat terjadi karena produsen 
cenderung untuk menambah jumlah barang-barang modalnya (mesin-
mesin), sehingga terjadi kapital intensif dalam proses produksi. Jadi, 
secara relatif penggunaan tenaga kerjanya adalah berkurang. Konsep 
dasar permintaan tenaga kerja seperti yang dikemukakan di atas telah 
dikembangkan oleh para ahli ekonomi tenaga kerja dengan 
menggunakan model-model yang cukup kompleks. Fungsi produksi 
memperlihatkan hubungan yang terjadi antara berbagai input faktor 
produksi dan output perusahaan. Dengan teknologi tertentu, semakin 
banyak input pekerja dan modal yang digunakan, semakin besar output 
yang dihasilkan.
Permintaan adalah suatu hubungan antara harga atau kuantitas. 
Sehubungan dengan tenaga kerja permintaan adalah hubungan antara 
tingkat upah, (yang ditilik dari perspektif majikan adalah harga tenaga 
kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk di 
pekerjakan dalam hal ini dapat dikatakan dibeli. Dalam banyak literatur 
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ekonomi mengemukakan permintan akan suatu produk (harga dan jasa) 
akan ditentukan banyak faktor, dimana faktor tersebut adalah : Harga 
barang itu sendiri, Harga barang lain yang sejenis, Pendapat konsumen, 
Selera konsumen dan Ramalan konsumen mengenai keadaan dimasa yang 
akan datang25
Secara umum dapat dikatakan bahwa setelah sejumlah pekerja 
digunakan, output mulai meningkat dengan tambahan yang makin 
kecil. Keadaan ini merupakan ciri setiap proses produksi dalam jangka 
pendek. Hasil yang mengecil mempunyai implikasi yang penting bagi 
analisis ekonomi. Implikasi utamanya adalah bahwa perusahaan hanya 
mau menggunakan tambahan input pekerja dengan upah yang lebih 
rendah, karena setelah sejumlah pekerja digunakan, setiap tambahan 
pekerja akan memberi tambahan output yang lebih kecil.26
Perusahaan mempekerjakan seorang karena seseorang itu 
membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada 
masyarakat konsumen. Pertambahan permintaan pengusaha terhadap 
tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat 
terhadap barang yang diproduksinya. Permintaan tenaga kerja seperti 
itu disebut derived demand. Dalam ekonomi pasar diasumsikan 
seorang pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga. Perusahaan 
disebut price taker, perusahaan sebagai penerima harga pasar yang 
berlaku dan tidak dapat merubah harga dengan menaikkan atau 
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menurunkan produksinya.Perusahaan dapat menjual berapa saja 
produksinya dengan harga yang berlaku. Dalam memaksimumkan 
laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah karyawan yang 
dapat dipekerjakannya.
3. Penawaran Tenaga Kerja
Penawaran tenaga kerja adalah suatu hubungan antara tingkat upah 
dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan atau jumlah tenaga kerja 
yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap 
kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik 
sumberdaya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas 
mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak.
Sebetulnya penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan 
seseorang, apakah dia mau bekerja atau tidak. Keputusan ini 
tergantung pula pada tingkah laku seseorang untuk menggunakan 
waktunya, apakah digunakan untuk bekerja, apakah digunakan untuk 
kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya lebih santai (tidak produktif tetapi 
konsumtif) atau merupakan kombinasi keduanya. Apabila dikaitkan 
dengan tingkat upah maka keputusan untuk bekerja seseorang akan 
dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya penghasilan seseorang. 
Maksudnya apabila penghasilan tenaga kerja relatif cukup tinggi, maka 
tenaga kerja tersebut cenderung untuk mengurangi waktu yang 
dialokasikan untuk bekerja.
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Menurut G. S Becker, kepuasaan individu bisa diperoleh melalui 
konsumsi atau menikmati waktu luang (leissure). Sedang kendala yang 
dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja 
sebagai kontrofersi dari leisure menimbulkan penderitaan, sehingga 
orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam 
bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini 
adalah jumlah jam kerja yang ditawarkan pada tingkat upah dan harga 
yang di inginkan.27
Elastisitas permintaan akan tenaga kerja di definisikan sebagai 
persentasi perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan 
perubahan satu persen pada tingkat upah, secara umum dapat di tulis 
dengan persamaan.=݁ ∆୒ே : ∆୛ௐ
Dimana e adalah elastisitas permintaan akan tenaga kerja, N adalah 
perubahan jumlah pekerja yang terjadi. N adalah jumlah yang bekerja 
mula-mula, W adalah tingkat upah yang sedang berlaku, W adalah 
besarnya perubahan tingkat upah. Bila tingkat upah naik, jumlah orang 
yang di pekerjakan menurun dan sebaliknya. Oleh sebab itu elastisitas 
permintaan akan tenaga kerja juga negatif. 
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Besar kecilnya elastisitas permintaan tergantung dari empat faktor, 
yaitu : 
a. Kemungkinan subsitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang 
lain. 
b. Elastisitas permintaan terhadap barang yang di hasilkan
c. Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. 
d. Elastisitas persedian dari faktor produksi perlengkapan lainnya.28
C. Konsep Inflasi
1. Definisi Inflasi
Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga 
secara tajam (absolute) yang berlangsung terus menerus dalam jangka 
waktu cukup lama.29 Definisi inflasi memiliki banyak ragam seperti 
yang dapat kita temukan dalam literatur ekonomi. Keanekaragaman 
definisi tersebut terjadi karena luasnya pengaruh inflasi terhadap 
berbagai sektor perekonomian. 
Hubungan yang erat dan luas antara inflasi dan berbagai sektor 
perekonomian tersebut melahirkan berbagai perbedaan pengertian dan 
persepsi tentang inflasi, demikian pula dalam memformulasi kebijakan 
untuk solusinya. Prinsipnya masih terdapat beberapa kesatuan 
pandangan bahwa inflasi merupakan suatu fenomena dan dilema 
ekonomi. Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin 
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lemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil 
(intrinsik) mata uang suatu negara.30
Menurut Teori kuantitas (teori kaum klasik) menyatakan bahwa 
proses terjadinya inflasi disebabkan oleh adanya volume uang yang 
beredar dan perkiraan masyarakat akan adanya kenaikan harga. 
Mankiw menyebutkan bahwa bank sentral, mengawasi jumlah uang 
beredar dan memiliki kendali tinggi atas tingkat inflasi. Jika bank 
sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil maka harga 
pun akan ikut stabil. Tetapi apabila bank sentral meningkatkan jumlah 
uang yang beredar maka tingkat harga akan meningkat dengan cepat.31
Definisi inflasi menurut Sadono Sukirno adalah suatu proses 
kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu ekonomi.32 Sedangkan 
dalam Mandala Manurung pengertian inflasi adalah kenaikan harga 
barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus.33 Menurut Adi 
Warmankarim secara umum Inflasi berarti kenaikan tingkat harga dari 
barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. 
Inflasi dianggap sebagai fenomena menoter yang terjadi penurunan 
nilai unit perhitungan moneter terhadap komoditas.34
Dari beberapa pengertian inflasi diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan inflasi adalah kenaikan harga-harga 
                                                            
30 Ibid. h.5
31 Mankiw Gregory, Pengantar Ekonomi Makro, edisi keempat, (Jakarta: Salemba 
Empat, 2006), h.98
32 Sadono Sukirno, Teori Pengantar …, h.14
33 Prathama Rahardja & Mandala Manung, Pengantar ilmu …, h.89
34 Ibid, h.91
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secara terus menerus dalam waktu tertentu. Kenaikan harga-harga yang 
berlaku dari stu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. 
Kenaikan tersebut biasanya berlaku ke atas dan kebanyakan barang 
tetapi tingkat kenaikannya berbeda.
2. Menentukan Tingkat Inflasi
Tingkat inflasi terjadi karena disebabkan kenaikan harga-harga 
secara umum baik dalam bentuk barang maupun jasa pada jangka 
waktu tertentu. Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke 
waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. Berlakunya tingkat 
perubahan harga yang berbeda tersebut menyebabkan indeks harga 
perlu dibentuk untuk menggambarkan tingkat perubahan harga-harga 
yang berlaku. 
Mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang selalu digunakan 
adalah indeks harga konsumen atau lebih dikenal dengan istiah 
Consument Price Index (CPI) yaitu indeks harga dari barang-barang 
yang selalu digunakan para konsumen. Adapun rumusnya yaitu sebagai 
berikut:
Laju	Inflasi	pada	tahun = ܫܪܭ−݊ܫܪܭ݋ܫܪܭ݋ X	100%
Keterangan:
IHKn  : Indeks Harga Konsumen pada waktu n
IHKo : Indeks Harga Konsumen pada waktu sebelumnya35
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Inflasi yang terjadi didalam suatu perekonomian memiliki beberapa 
pengaruh sebagai berikut: 
a. Inflasi dapat mendorong redistribusi pendapatan diantara anggota 
masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi 
dari anggota masyarakat. Sebab distribusi pendapatan yang terjadi 
akan menyebabkan pendapatan ril satu orang meningkat, tetapi 
pendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan riil orang 
lain jatuh. Namun parah atau tidaknya pengaruh inflasi terhadap 
redistribusi pendapatan dan kekayaan tersebut adalah sangat 
tergantung pada apakah inflasi itu bersifat dapat diantisipasi 
ataukah tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Inflasi yang tidak 
dapat diantisipasi sudah barang tentu mempunyai akibat yang jauh 
lebih serius terhadap redistribusi pendapatan dan kekayaan, 
dibandingkan inflasi yang dapat diantisipasi.
b. Inflasi dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi. 
Hal ini dapat terjadi karena inflasi dapat mengalahkan sumberdaya 
dari investasi yang produktif ke investasi yang tidak produktif 
sehingga mengurangi kapasitas ekonomi produktif. Ini disebut 
sebagai “Efficiency Effect of inflation”. 
c. Inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan didalam output 
dan kesempatan kerja, dengan cara lebih langsung dengan 
memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari 
yang telah dilakukan,dan juga memotivasi orang untuk bekerja 
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lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini. Ini disebut 
“output and employment effect of Inflation”. 
d. Inflasi dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil bagi 
keputusan ekonomi. Jika sekiranya konsumen memperkirakan 
bahwa tingkat inflasi dimasa mendatang akan naik, maka akan 
mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan 
jasa secara besar-besaran pada saat sekarang ketimbang mereka 
menunggu dimana tingkat harga sudah meningkat lagi. Begitu pula 
halnya dengan bank atau lembaga peminjaman lainnya, jika 
sekiranya mereka menduga bahwa tingkat inflasi akan menaik 
dimasa mendatang , maka mereka akan mengenakan tingkat bunga 
yang tinggi atas pinjaman yang diberikan sebagai langkah proteksi 
dalam menghadapi penurunan pendapatan riil dan kekayaan.36
3. Dampak Inflasi
Inflasi sesungguhnya mengandung dampak negative dan positif, 
namun inflasi sering lebih banyak menimbulkan dampak negatif. 
Menurut para ahli ekonomi, baik yang konvensional maupun ekonomi 
islam. Inflasi mempunyai akibat buruk bagi perekonomian, secara 
umum dampak inflasi mempengaruhi distribsi pendapatan. Seperti 
yang djelaskan bahwa hyperinflation sangat merugkan masyarakat, 
baik produsen, konsumen maupun pemerintah sendiri.
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Dampak inflasi bagi perekonomian secara keseluruhan, misalnya 
inflasi akan mengganggu stabilitas ekonomi dengan mersak rencana 
jangka panjang para pelaku ekonomi. Inflasi jika tidak dapat ditangani 
maka akan susah untuk dikendalikan. Inflasi cenderung akan 
bertambah cepat dan berdampak buruk terhadap individu dan 
masyarakat.37 Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat 
diantaranya :
a. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat
Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang 
atau semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan 
tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka 
inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang 
berpendapat tetap.
b. Memburuk distribusi pendapatan
Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi 
kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan 
dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Dengan 
demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan 
diantara golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik 
kekayaan tetap akan menjadi semakin tidak merata.38
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4. Hubungan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Inflasi yang terjadi pada perekonomian memiliki beberapa dampak 
yang diantaranya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan output 
dan tenaga kerja. Dengan cara memotivasi perusahaan untuk 
memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya 
tergantung intensitasi inflasi terjadi. 
Perusahaan akan menambah jumlah output apabila masih terjadi 
inflasi ringan. Keinginan perusahaan menambah output tentu juga 
dibarengi penambahan faktor produksi seperti tenaga kerja. Dengan 
kondisi itu maka permintaan akan tenaga kerja akan meningkat yang 
selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan akan 
mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan. 
Begitupun sebaliknya, apabila inflasi tergolong berat (hyper 
inflation) maka perusahaan akan mengurangi jumlah output akibat 
tidak terbelinya faktor-faktor produksi dan perusahaan juga akan 
mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja. Sehingga penyerapan 
tenaga kerja akan semakin berkurang dan pengangguran bertambah.39
Menurut teori kuantitas (kaum klasik) pada proses volume uang 
yang beredar, inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume 
uang yang beredar dalam masyarakat (uang giral dan kartal). 
Penambahan jumlah uang yang beredar ini merupakan sumber utama 
penyebab inflasi, karena volume uang yang beredar lebih besar dari 
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kesanggupan output untuk menyerapnya (volume uang lebih besar dari 
pada pendapatan). Bila jumlah uang yang beredar tidak ditambah, 
maka inflasi akan berhenti secara otomatis apapun penyebab kenaikan
harga-harga dalam perekonomian tersebut. 
Apabila adanya pemikiran masyarakat akan mengalami kenaikan 
harga bahwa dalam perkiraan masyarakat akan ada perubahan harga 
walaupun ada penambahan uang (tidak besar) tidak akan menyebabkan 
inflasi, karena perubahan harga yang terjadi masih kecil. Apabila akan 
ada perubahan harga yang cukup besar dan penambahan uang yang 
beredar, maka penambahan uang yang beredar tersebut akan 
dibelanjakan masyarakat, karena masyarakat ingin menghindari 
kerugian yang timbul seandainya mereka memegang uang tunai. 
Hal ini akan menyebabkan terjadinya inflasi dengan meningkatnya 
harga juga diiringi dengan penambahan uang yang beredar. Bila 
masyarakat mengharapkan harga-harga naik di masa yang akan datang, 
maka penambahan uang yang beredar akan sepenuhnya akan 
diwujudkan dalam permintaan efektif di pasar. Sehingga dengan laju 
volume uang yang beredar diikuti dengan kenaikan permintaan barang-
barang akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga atau inflasi.40
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D. Konsep PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
1. Definisi PDRB
Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 
dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. 
Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah 
makro ekonomi dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan 
pembangunan maka harus didukung dengan pembangunan daerah yang 
dilaksanakan secara tepat. Laju pertumbuhan ekonomi daerah biasanya 
digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan 
daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi daerah 
tersebut dapat ditunjukkan oleh kenaikan PDRB.41
Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang 
dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian 
daerah.42 Faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan 
nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit 
produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. 
PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja 
dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai 
tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu 
wilayah akan meningkat.
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Menurut Slow-Swam, pertumbuhan ekonomi tergantung pada 
ketersediaan faktor-faktor produksi seperti, pertumbuhan penduduk, 
tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja yang dapat dilihat dari 
tingkat PDRB. Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan yang 
mendasari analisis ekonomi klasik yaitu bahwa perekonomian berada 
pada tingkat pengerjaan penuh dan tingkat pemanfaatan penuh dari 
faktor produksinya. Dengan kata lain selanjutnya akan terus 
berkembang dan semua itu bergantung pada pertambahan penduduk, 
tenaga kerja optimal dan terserapnya tenaga kerja.43
Salah satu indikator yang dianggap penting untuk mengetahui 
kondisi perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto, 
baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB 
merupakan nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh 
unit ekonomi dalam daerah tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku 
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan 
menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB 
atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa 
yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu 
sebagai tahun dasar.44
PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola 
sumber daya alam yang dimiliknya. Oleh karena itu besaran PDRB 
yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada 
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potensi sumber daya alam dan faktor-faktor tersebut menyebabkan 
besaran PDRB bervariasi antar daerah. Di dalam perekonomian suatu 
negara, masing- masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu 
dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah 
maupun hasil akhirnya.
2. Metode Perhitungan PDRB
Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan 
yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan 
pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut: 
a. Menurut Pendekatan Produksi 
Produk regional domestik bruto (PDRB) adalah jumlah nilai 
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi 
di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-
unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 
9 sektor atau lapangan usaha yaitu :
1) Pertanian,
2) Pertambangan dan Penggalian,
3) Industri Pengolahan, 
4) Listrik, Gas dan Air Bersih, 
5) Bangunan, 
6) Perdagangan, Hotel dan Restoran, 
7) Pengangkutan dan Komunikasi, 
8) Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 
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9) Jasa-jasa.
b. Menurut Pendekatan Pengeluaran 
Produk regional domestik bruto adalah penjumlahan semua 
komponen permintaan akhir, yaitu: 
1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang 
tidak mencari untung 
2) Konsumsi pemerintah
3) Pembentukan modal tetap domestik bruto
4) Perubahan stok
5) Ekspor netto
6) Menurut Pendekatan Pendapatan 
Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai 
pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu 
provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat 
dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional 
Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua 
pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi 
penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga 
berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh 
nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.45
Produk regional domestik bruto merupakan jumlah balas jasa 
diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi 
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dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas 
jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, 
bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum 
dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.
3. Hubungan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Produk regional domestik bruto (PDRB) dapat dilihat sebagai 
perekonomian total. Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan 
kerja baru dan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk 
meningkatkan pengunaan tenaga kerja guna untuk meningkatkan faktor 
produksi perusahaan tersebut. Dengan demikian akan dapat 
mengurangi jumlah angka pengangguran jika terjadi peningkatan 
tenaga kerja.46
Apabila produk domestik regional bruto meningkat maka 
permintaan jumlah tenaga kerja juga akan meningkat, dimana 
peningkatan produk domestik regional bruto berbanding dengan 
naiknya pertumbuhan ekonomi sehingga kemakmuran masyarakat juga 
bertambah. Ketika kemakmuran masyarakat bertambah akan 
menyebabkan banyaknnya atau tersedianya lowongan pekerjaan yang 
berdampak akan mengurangi angka pengangguran.47
Pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor 
produksi yang dapat dilihat dari tingkat PDRB. Pandangan ini  
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beranggapan bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan 
penuh dan tingkat pemanfaatan penuh dari faktor produksinya. Dengan 
kata lain selanjutnya akan terus berkembang dan semua itu bergantung 
pada pertambahan penduduk, tenaga kerja optimal dan terserapnya 
tenaga kerja.48
E. Konsep Upah Minimum
1. Penggolongan dan Jenis-jenis Upah 
Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan 
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjungan bagi pekerja/buruh dan keluar ganya 
atas suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan.49 Hal ini 
menunjukkan bahwa upah merupakan salah satu sarana yang 
digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya untuk 
memenuhi kebutuhan dan keperluan baik didalam maupun diluar 
hubungan kerja yang secara langsung dan tidak langsung dapat 
mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan yang aman dan 
sehat.
Pemerintah memberi perhatian yang penuh pada upah berdasarkan 
ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 bahwa setiap 
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pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
peghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk mewujudkan 
penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak.
Adapun bentuk kebijakan pengupahan yang melindungi 
pekerj/buruh diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang 
No.13 Tahun 2003, terdiri atas :
a. Upah Minimum
b. Upah Keja Lembur
c. Upah tidak masuk kerja karena halangan
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar 
pekerjaannya
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
f. Bentuk dan cara pembayaran upah
g. Danda dan potongan upah
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah 
i. Struktur dan skala pengupahn yang proporsional 
j. Upah untuk pembayaran pesangon
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan50
2. Definisi Upah Minimum
Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh 
pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh 
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yang bekerja diperusahaannya.51 Upah minimum merupakan sumber 
perdebatan politik yang tidak ada habisnya. Para pendukung upah 
minimum yang lebih tinggi memandang sebagai sarana meningkatkan 
pendapatan para pekerja miskin. Meskipun para pendukung upah 
minimum mengakui kebijakan itu menyebabkan pengangguran bagi 
sebagian pekerja, namun mereka berependapat bahwa pengorbanan ini 
setimpal untuk mengentaskan kemiskinan kelompok masyarakat lain. 
Menurut Hasibuan menyatakan bahwa Upah adalah segala macam 
bentuk penghasilan (earning), yang diterima buruh/pegawai (tenaga 
kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu 
pada suatu kegiatan ekonomi.52 Sedangkan menurut Edwin B. Flippo 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah harga untuk 
jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi 
kepentingan seseorang atau badan hukum.53
Para penentang diberlakukan upah minimum yang lebih tinggi 
mengklaim bahwa hal itu bukan cara terbaik untuk membantu orang-
orang miskin. Mereka berpendapat bahwa bukan hanya kenaikan biaya 
tenaga kerja yang akan meningkatkan pengangguran, tetapi juga upah 
minimum tersebut salah sasaran. Banyak pekerja yang menerima upah 
minimum adalah para remaja yang hanya bekerja mencari tambahan 
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uang saku, dan bukan kepada keluarga yang harus bekerja untuk 
menghidupi keluarga.54
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-
01/Men/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor Kep-226/Men/2000 jangkauan wilayah berlakunya upah 
minimum meliputi:
1. Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku di seluruh kabupaten/kota 
dalam satu wilayah provinsi. 
2. Upah Minimum Kabupaten (UMK) berlaku dalam satu wilayah 
kabupaten/kota.55
Sejalan dengan kewenangan otonomi daerah mekanisme penetapan 
upah minimum juga mengalami perubahan secara signifikan, yang 
ditetapkan oleh Gubernur:
a. Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota 
(UMK) berdasarkan usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan 
Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah, melalui Kanwil 
Depnaker setempat.
b. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)/Upah Minimum 
Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) atas kesepakatan Organisasi 
Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.56
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Pandangan teori upah efisiensi (efficiency wage theory) berfokus 
pada upah sebagai tujuan yang memotivasi buruh. jumlah usaha yang 
dibuat buruh dalam pekerjaannya adalah berhubungan terhadap 
seberapa baik pekerjaan itu membayar relatif terhadap alternatif 
pekerjaan lainnya. perusahaan akan bersedia membayar upah diatas 
upah keseimbangan pasar untuk memastikan bahwa buruh bekerja 
keras agar tidak kehilangan pekerjaannya yang baik itu. 
Teori upah efisiensi ini juga menyebutkan dengan penetapan upah 
minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya 
sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. 
Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk menyekolahkan 
anaknya dan memberi nutrisi yang lebih baik bagi anak-anaknya. 
Keduanya dalam jangka panjang akan memberi dampak yang besar 
terhadap peningkatan produktivitas. Upah yang dibayarkan menurut 
teori ini jauh diatas upah keseimbangan. Hal tersebut selain akan 
meningkatkan produktivitas juga akan menimbulkan loyalitas pekerja 
dapat membuat lebih banyak pekerja yang berkualitas.57
Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk 
menyekolahkan anaknya dan memberi nutrisi yang lebih baik bagi 
anak-anaknya. Keduanya dalam jangka waktu tertentu akan memberi 
dampak yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Sehingga 
diharapkan dapat mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja.
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Berbagai pandangan mengenai upah minimum maka dapat di 
uraikan bahwa upah minimum merupakan upah terendah yang 
dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang 
sebenarnya  dari pekerja atau buruh yang bekerja diperusahaannya. 
Sehingga dapat diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) 
merupakan upah terendah yang berlaku dalam satu wilayah 
kota/kabupaten berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh 
Gubernur.
3. Penetapan Upah Minimum
Penetapan upah awalnya dilaksanakan setiap tahun. Awalnya 
penetapan upah tersebut berproses sangat lama dan panjang, Dewan 
Pengupah Daerah (DPD) yang terdiri dari akademisi, pengusaha dan 
buruh sepakat membentuk sebuah tim survey untuk melihat langsung 
kondisi lapangan, dimana apa saja kebutuhan yang dibutuhkan pegawai 
dan berapa harganya. Dari hasil survey tersebut diperoleh angka 
Kebutuhan Hidup Layak (KHL). 
Tim DPD kemudian mengusulkan upah minimum regional (UMR) 
kepada Gubernur untuk disahkan. Upah Minimum Regional adalah 
standar terendah yang digunakan para pelaku industri untuk 
memberikan upah kepada para pegawai atau karyawan dalam lingkup 
perusahaannya. Kebutuhan hidup layak dijadikan pedoman penentu 
upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang. Saat ini 
UMR juga sering disebut dengan istilah Upah Minimum Provinsi 
46
(UMP) karena ruang lingkupnya mencangkup satu provinsi. Setelah itu 
dikenal juga dengan istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Dalam penetapan usulan upah minimum agar mempertimbangkan 
pendekatan dan faktor-faktor sebagai berikut : 
a. Kebutuhan hidup minimum (KHM) Dimaksutnya agar upah dapat 
memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Karena terpenuhinya 
kebutuhan hidup pekerja akan mendorong naiknya tingkat 
kesehatan, gizi kerja, yang pada akhirnya menaikan daya kerja atau 
produktivitas kerja.
b. Indeks harga konsumen (IHK) Untuk melihat nilai rill/daya beli 
tidak sekedar jumlah nominal upah. dalam mempertahankan daya 
beli idealnya setiap kenaikan inflasi harus diikuti kenaikan upah. 
namun kenaikan upah yang demikian bersifat inflatoir. Oleh karena 
itu pada saat inflasi tinggi dan kenaikan upah tidak berjalan dengan 
kebijaksanaan moneter, fiskal dan kebijaksanaan disektor rill maka 
dapat dapat berpengaruh buruk terhadap daya beli pada tahap 
berikutnya.
c. Kondisi pasar kerja Untuk melihat pengaruh upah terhadap 
kemungkinan perluasan kesempatan kerja dan rasional, kenaikan 
upah yang terlalu tinggi dapat berakibat pada pengurangan 
penggunaan faktor produksi/tenaga kerja atau dengan kata lain 
akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
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d. Upah yang berlaku secara regional (perbandingan) Untuk melihat 
keseimbangan upah, sehingga tidak terdapat perbedaan upah yang 
sangat mencolok antara daerah atau provinsi. Tingkat upah 
merupakan faktor pendorong dan penarikan tenaga kerja untuk 
melakukan migrasi antar daerah maupun migrasi sektor dengan 
tujuan dengan tujuan upah yang lebih tinggi.
e. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan Untuk 
melihat pengaruh kenaikan upah tidak berakibat pada penurunan 
produksi, bahkan penutupan perusahaan.
f. Tingkat perkembangan ekonomi Untuk melakukan penyesuaian/
kenaikan upah dengan kenaikan pendapatan rata-rata masyarakat.58
4. Hubungan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Tinggi rendahnya yang mempengaruhi biaya produksi perusahaan 
adalah tingkat upah para tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah akan 
mengakibatkan kenaikan biaya produksi, sehingga akan meningkatkan 
harga per unit produk yang dihasilkan. Apabila harga per unit produk 
yang dijual ke konsumen naik, reaksi yang biasanya timbul adalah 
mengurangi pembelian atau bahkan tidak lagi membeli produk 
tersebut. Sehingga akan muncul perubahan skala produksi yang disebut 
efek skala produksi (scale effect) dimana sebuah kondisi yang 
memaksa produsen untuk mengurangi jumlahproduk yang dihasilkan 
dan selanjutkan dapat mengurangi tenaga kerja perusahaan. Suatu 
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kenaikan upah dengan asumsi harga barang-barang modal yang lain 
tetap, maka pengusaha mempunyai kecenderungan untuk 
menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Penurunan jumlah tenaga 
kerja akibat adanya penggantian dengan mesin disebut efek substitusi 
(substitution effect).
Naiknya upah maka akan menyebabkan meningkatnya biaya 
produksi perusahaan, yang mana akan meningkatkan harga barang per 
unitnya. Biasanya akan cepat memberikan respon apabila terjadi 
kenaikan harga pada suatu barang sehingga tingkat konsumsi akan 
menurun. Sehingga banyak produk yang tidak habis terjual karena 
berkurangnya konsumsi masyarakat dan perusahaan memaksa untuk 
mengurangi jumlah produksinya. 
Adanya pengurangan jumlah produksi suatu barang maka akan 
membuat kebutuhan akan tenaga kerja berkurang, dari hal tersebut 
maka akan adanya penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 
akibat penurunan skala produksi. Apabila upah naik terdapat 
pengusaha yang lebih memilih untuk menggunakan teknologi untuk 
proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja 
dengan kebutuhan akan barang modal seperti mesin.59
Kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat 
dari kenaikan upah. apabila tingkat upah naik sedangkan harga input 
lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. 
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Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan 
tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harganya 
relatif lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang 
maksimum. 
Fungsi upah secara umum, terdiri dari. Pertama, untuk 
mengalokasikan secara efisien kerja manusia, menggunakan sumber 
daya tenaga manusia secara efisien untuk mendorong stabilitas dan 
pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk mengalokasikan secara efisien 
sumber daya manusia. Sistem pengupahan adalah menarik dan 
menggerakkan tenaga kerja kearah produktif. Ketiga, untuk 
menggunakan sumber tenaga manusia secara efisien pembayaran upah 
yang relatif tinggi adalah mendorong manajemen manfaatkan tenaga 
kerja secara ekonomis dan efisien. 
Cara demikian pengusaha dapat memperoleh keuntungan dari 
pemakaian tenaga kerja. Tenaga kerja mendapat upah sesuai dengan 
keperluan hidupnya. Keempat, mendorong stabilitas dan pertumbuhan 
ekonomi akibat alokasi pemakaian tenaga kerja secara efisien, sistem, 
pengupahan diharapkan dapat merangsang, mempertahankan stabilitas, 
dan pertumbuhan ekonomi.60
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F. Konsep Ekonomi Islam
1. Pengertian Eknomi Islam
Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang 
mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh 
nilai-nilai islam.61 Ekonomi islam juga merupakan ilmu yang 
dihasilkan dari sebuah upaya manusia untuk keluar dari persoalan 
ekonomi dengan cara yang sistematis, sehingga akan menumbuhkan 
keyakinan akan kebenaran Al-qur’an dan Hadits. 
Ekonomi islam dapat juga dikatakan sebagai yang mewakili Al-
qur’an dan Hadits karena membangun kehidupan manusia dalam hal 
yang lebih baik dari konsep ekonomi manapun. Hal ini sejalan dengan 
definisi Chapra yang menyebutkan bahwa ekonomi islam sebagai suatu 
cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan 
manusia melalui suatu alokasi, ketidakseimbangan makroekonomi dan 
ekologi yang berpanjangan atau melemahkan solidaritas keluarga dan 
sosial serta jaringan moral masyarakat.62
Ekonomi islam dapat ditinjau dari perilaku orang islam dalam 
memenuhi kebutuhan sehari-hari dari produki hingga distribusi 
sistematis. Dari pemenuhan yang sedemikian rupa yang memang pada 
akhirnya ini yang menjadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan 
ekonomi untuk selanjutnya. Kondisi ini tidak lain karena dipengaruhi 
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oleh ritme pemenuhan kebutuhan manusia dibatasi oleh faktor 
keterbatasan fisik dan psikis manusia itu sendiri. Hal ini perlu 
dipahami guna mendapatkan metode kerja yang lebih efisien dan lebih 
memberikan makna terhadap kehiddupan manusia.
Sebagaimana dikatakan oleh Khursid Ahmad yaitu bahwa ekonomi 
islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi 
dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada persoalan tersebut 
menurut perspektif islam.63 Sedangkan kegiatan manusia antar daerah 
satu dengan yang lain berbeda, hal ini disebabkan adanya perbedaan 
geografis, ideologi, dan demografi yang menjadikan masalah ekonomi 
dihadapi manusia berbeda. 
Hal ini terkadang membuat kegiatan manusia yang menuntut 
interaksi antar satu dengan yang lain kurang efektif. Maka upaya untuk 
mengantisipasi hal tersebut hendaknya dikembalikan pada Al-qur’an 
dan Hadits untuk menemukan penyelesaian dari masalah tersebut.
Karena berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan 
bahwa ekonomi islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan 
berproduksi, distribusi dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam 
kerangka mencari maisyah (penghidupan individu maupun kelompok 
atau negara sesuai ajaran islam) atau berdasarkan Al-qur’an dan 
Hadist.
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2. Nilai-nilai Ekonomi Islam
Menurut Syafe’i, ada 3 nilai-nilai dalam ekonomi islam yaitu:
a. Perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat muslim 
saja, akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau 
acuan norma-norma islam.
b. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh
Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan 
sosial yang solid. Dalam tatanan ini, setiap individu diikat oleh 
persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Karena sebuah 
persaudaraan yang universal dan tidak diikat oleh batas geografis.
Keadailan dalam islam memiliki implikasi sebagai berikut:
1) Keadilan Sosial
Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga, 
karena semua anggota mempunyai derajat yang sama di 
hadapan Allah swt. Hukum Allah swt tidak membedakan yang 
kaya dan yang miskin, demikian pula dengan tidak 
membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai 
yang membedakan yang satu dengan yang lain yaitu 
ketakwaannya, ketulusan hatinya, kemampuan dan 
pelayanannya kepada masyarakat.
2) Keadilan Ekonomi
Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap 
individu dalam masyarakat dan dihadapan hokum harus 
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diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbang tersebut, 
maka keadilan ekonomi akan kehilangan makna. Dengan 
keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya 
sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. 
Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu 
lainnya, karena islam dengan tegas melarang seorang muslim 
melakukan hal yang merugikan orang lain.
3) Keadilan Distribusi Pendapatan
Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam 
masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen islam 
terhadap persudaraan dan keadilan sosial ekonomi, karena 
kesenjangan tersebut harus diatasi dengan menggunakan cara 
yang ditekankan dalam agama islam.
c. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial
Islam mengakui padangan universal bahwa kebebasan individu 
bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang 
lain. 
Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi 
Islam mencakup antara lain yaitu :
a. Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang 
khusunya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan 
akal pada landasan Iman, bukan iman yang harus didasarkan pada 
akal atau pikiran. Jangan biarkan akal atau pikiran terlepas dari 
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landasan Iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu 
bertolak kepada kepercayaan atau keyakinan bahwa aktifitas 
ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari’ah Allah dan 
bertujuan akhir untuk Allah.
b. Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. 
Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan 
sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama 
dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang 
antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan 
kaum lemah.
c. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena 
bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan 
fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, 
sejahtera dan makmur di bumi ini.
d. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga
merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan 
yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik 
mutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam 
bentuk zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya. 
e. Prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat 
muslim dengan landasan tegaknya keadilan.64
                                                            
64 Muh. Said, Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan penngembangan, 
(Pekanbaru: Suska Press,2008), h.5
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3. Tenaga Kerja dalam Pandangan Ekonomi Islam
Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh 
anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. 
Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun fikiran. 
Tenaga kerja sebagai suatu faktor produksi mempunyai arti yang besar, 
karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dikembangkan 
oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan 
yang tidak terhidung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap 
tersimpan.65
Menurut imam syaibani bahwa kerja merupakan usaha untuk 
mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja 
sebagai unsur produksi didasari konsep istikhaf, dimana manusia 
bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga 
bertaggungjawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta 
yang diamanatkan allah swt untuk menutupi kebutuhan manusia.66
Islam pun mengajarkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan 
menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. 
Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk memenuhi sebagian 
perintah Allah swt seperti infak, zakat, pergi haji, perang (jihad), dan 
                                                            
65 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, Economic Doctrines Of Islam, 
Terjemahan Soeroyo Dan Nastangin, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.248
66 Nurul Huda Et.Al, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta : 
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sebagainya.67 Anjuran tersebut terdapat dalam Q.S At-taubah (9) Ayat 
105 :
          
              
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
Penjelasan ayat  tersebut adalah bahwa dalam islam sangat 
menganjurkan untuk bekerja, karena dengan bekerja kita dapat 
memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal dan setiap 
pekerjaan atau tingkah laku akan mendapatkan amal atau dosa, baik 
yang besar ataupun yang kecil pasti akan diperlihatkan dengan sejelas-
jelasnya pada hari kiamat serta akan mendapat pertanggung jawaban 
kelak diakhirat. 
Begitupun hadits Rasulullah saw banyak yang mengarahkan umat 
manusia agar bekerja dan mengarah kepada profesionalisme sesuai 
dengan pengarahan dan bimbingan dari Al-qur’an seperti yang 
disebutkan di atas, diantaranya:
                                                            
67 Siti Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah…, h.50
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 َق :َْتلاَق َاھْنَع ُالله َيِضَر َةَِشئاَع ْنَع :َمَّلَسَو ِھَْیلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلْوُسَر َلا
 ينربطلا هاور) َُھِنقُْتی َْنأ ًلاَمَع ْمُكُدََحأ َلِمَع اَِذإ ّبُِحی ىلاََعت َ َّالله ِّنإ
(يقھیبلاو
Dari Aisyah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah 
mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara 
profesional”. (HR.Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).
Perjuangan dan kesulitan akibat bekerja keras pada seseorang 
merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia telah ditakdirkan 
berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan tersebut 
dapat dicari melalui ketekunan dan kerja keras. Di samping itu, 
manusia handaknya untuk melakukan dan menanggung segala 
kesukaran dan kesusahan dalam perjuangannya untuk mencapai 
kemajuan. 
Manusia harus selalu bekerja dan dilalarang untuk bermalas 
malasan, bahkan hal ini diterangkan di dalam Q.S. Asy-Syarh (94) 
Ayat 7 yang berbunyi :
        
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain.
Sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila Muhammad saw telah 
selesai berdakwah maka beribadahlah kepada Allah, apabila telah 
selesai mengerjakan urusan dunia maka kerjakanlah urusan akhirat, dan 
apabila telah selesai mengerjakan shalat maka berdoalah. Dari ayat 
diatas dijelaskan kembali bahwa manusia harus bekerja, dan ketika 
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telah selesai dari suatu pekerjaan maka harus mengerjakan pekerja 
yang lain. Pekerjaan yang dimaksud disini bukan hanya pekerjaan 
untuk akhirat seperti beribadah tetapi juga pekerjaan dalam konteks 
dunia yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. 
Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk menganggur 
dan bermalas-malasan. Karena dengan bekerja maka hidup seseorang 
akan menjadi lebih makmur, kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, 
bahkan mereka dapat memberikan sebagian pendapatan mereka untuk 
orang-orang yang membutuhkan seperti orang fakir, orang miskin, dan 
lain sebagainya. Islam menjamin tercapainya pemenuhan seluruh 
kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara (muslim dan non 
muslim) secara menyeluruh, baik kebutuhan yang berupa barang 
maupun jasa.68
Dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat 
maupun negara. Menurut islam negara harus menetapkan suatu strategi 
politik dan mekanisme yang harus dilaksanakan sebagai jaminan agar 
pemenuhan tersebut dapat berjalan dengan baik. Di antara mewajibkan 
warganya bekerja sebagaimana diwajibkan oleh Allah swt. 
4. Inflasi dalam Pandangan Ekonomi Islam
Inflasi (Inflation) adalah gejala yang menunjukkan kenaikkan 
tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Taqyuddin 
Ahmad Ibn Al-Maqrizi (1364M-1441M) menyatakan bahwa Inflasi 
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terjadi ketika harga secara umum mengalami kenaikkan yang 
berlangsung secara terus-menerus dengan mengungkapkan berbagai 
fakta.69
Al-Maqrizi meyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah 
fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia 
sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya terjadi ketika harga-
harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-
menerus. Pada saat ini persediaan barang dan jasa mengalami 
kelangkaan dan karena konsumen sangat membutuhkannya, maka 
konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang dan 
jasa yang sama. Dalam uraian berikutnya, Al-Maqrizi membahas 
permasalahan inflasi secara lebih mendetail.70
Taqiuddin Ahmad ibn Al-Maqrizi (1364M–1441M)
mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam 
dua hal, yaitu :
a. Inflasi Alamiah
Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan oleh 
berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. 
Menurut Al-Maqrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai 
bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, 
sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan 
yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Dilain pihak karena 
                                                            
69 Nopirin, Ekonomi Moneter, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal.15
70 Awaluddin, “Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Ilmiah Syariah, 
Vol. 16 No. 2 (Desember 2017), h.213
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sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan 
terhadap berbagai barang tersebut mengalami peningkatan. Harga-
harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. 
Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai 
barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami 
kemacetan, bahkan berhenti sama sekali yang pada akhirnya 
menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit dan kematian 
dikalangan masyarakat. 
Keadaan yang semakin memburuk memaksa rakyat untuk 
menekan pemerintah agar segera memperhatikan keadaan mereka. 
Untuk menaggulangi bencana itu, pemerintah mengeluarkan 
sejumlah besar dana yang mengakibatkan perbendaharaan negara 
mengalami penurunan drastic karena disisi lain pemerintah tidak 
mendapatkan pemasukan yang berarti. Dengan kata lain 
pemerintah mengalami deficit anggaran Negara baik secara politik, 
ekonomi, maupun sosial, dan menjadi tidak stabil yang kemudian 
pemerintahan. 
Al-Maqrizi menyatakan bahwa sekalipun suatu bencana telah 
berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini 
merupakan implikasi dari bencana alam sebelumnya yang 
mengakibatkan aktivitas ekonomi terutama di sektor produksi 
mengalami kemacetan. Ketika situasi lebih normal, persediaan 
barang-barang yang signifikan, seperti benih padi, tetap tidak 
61
beranjak naik, bahkan tetap langka, sedangkan permintaan 
terhadapnya meningkat tajam. Akibatnya, harga barang-barang ini 
mengalami kenaikan yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga 
berbagai jenis barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji para 
pekerja.
b. Inflasi Karena Kesalahan Manusia
Selain faktor alam, Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat 
terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi tiga hal 
yang menyebabkan terjadinya inflasi jenis kedua ini yaitu: korupsi 
dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan dan 
peningkatan sirkulasi mata uang (fulus).71
5. PDRB dalam Pandangan Ekonomi Islam
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan 
kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah 
barang zaman kelahiran agama Islam, ada dua kebijakan yang 
dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan empat Khalifah pada permulaan 
Islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi 
kerja dan produksi. Pertama, mendorong masyarakat memulai aktifitas 
ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun bekerjasama dengan 
kelompok lainnya, tanpa dibiayai oleh Baitul mal. Kedua, kebijakan 
dan tindakan aksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur
ar-Rasidin dengan mengeluarkan dana Baitul mal. Kedua jenis 
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kebijakan ini dijelaskan pada bagian berikut untuk menggambarkan 
peran yang dimainkan oleh setiap orang dalam pertumbuhan ekonomi 
dan masyarakat pada era permulaan Islam. 
Menurut Al-Ghazali, dalam membangun suatu perekonomian tidak 
hanya berhenti pada tujuan materi semata, tetapi disana ada akhirat 
yang harus dipenuhi oleh pelaku aktivitas ekonomi. Sehingga dalam 
hal ini, Al-Ghazali membuat klarifikasi pelaku aktivitas ekonomi ke 
dalam tiga kelompok, yaitu :
a. Mereka hanya memenuhi kebutuhan materi semata dan melupakan 
akhiratnya sebagai tempat mereka kembali sehingga tergolong 
orang yang merugi.
b. Mereka yang menganggap akhirat itu sebagai rambu segala 
aktivitas ekonomi mereka  dan mereka itulah yang untung.
c. Mereka yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama diakhirat 
dalam setiap aktivitas ekonomi dan mereka itulah yang berada pada 
jalan yang lurus.
Dengan hal diatas, Al-Ghazali hendak menunjukkan betapa pengaruh 
tujuan sangat besar dalam mempengaruhi pola aktivitas perekonomian. 
pada aktivitas perekonomian tersebut hanyalah sebagai jalan untuk 
menggapai karunia Allah swt. Oleh karna itu, internalisasi nilai-nilai 
ataupun norma dalam aktivitas perekonomian menjadi sebuah 
63
keharusan. Al-Ghazali menjadikan Al-Qur’an dan tradisi Rasulullah 
sebagai landasan aktivitas pola pengembangan ekonomi.72
Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian 
dari tugas-tugas kewajiban sosial (fard al-kifayah) yang sudah 
ditetapkan Allah: jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan 
runtuh dan kemanusiaan akan binasa. efisien, karena perbuatan 
demikian merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan 
seseorang. Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa 
seseorang melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi: 
a. Mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. 
b. Mensejahterakan keluarga. 
c. Membantu orang lain yang membutuhkan. 
Adapun beberapa fungsi utama ekonomi negara sejahtera Islam 
adalah sebagai berikut: 
a. Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja 
dan tingkat pertumbuhan yang tinggi. 
b. Meningkatkan stabilitas nilai riil uang. 
c. Menjaga hukum dan ketertiban. 
d. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi.
e. Menyelaraskan hubungan internasional serta pertahanan nasional.73
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Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan 
ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan 
ekonomi didefinisikan dengan Pertumbuhan terus-menerus dari faktor 
produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi 
kesejahteraan manusia. Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan 
ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu 
peningkatan yang di alami oleh faktor produksi tidak di anggap sebagai 
pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan 
barang-barang yang terbukti yang memberikan efek buruk dan 
membahayakan manusia.74
6. Upah Minimum dalam Pandangan Ekonomi Islam
Menurut Al-Sayid Sabiq  mengatakan bahwa al ijarah berasal dari 
kata al-ajru yang berarti al-‘iwad (ganti). Oleh sebab itu al sawah 
(pahala) dinamakan ajru (upah) menurut pengertian syara’.75 Sehingga 
alijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan 
jalan penggantian. Ijarah secara etimilogi adalah masdar dari kata 
ajara-ya’jiru, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah 
pekerjaan. Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. 
Al-ajru makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi 
maupun yang bersifat immateri.76 Al-Syarbini mendefinisikan ijarah 
sebagai akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di 
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mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan 
diperbolehkan oleh syara’.77
Dilihat dari objek Ijarah berupa manfaat suatu benda maupun 
tenaga manusia Ijarah itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu :
a. Ijarah ain, yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewaan 
benda yang bertujuan untuk menganmbil manfaat dari benda 
tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik 
benda benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda 
tidak bergerak, seperti sewah rumah.
b. Ijarah amal, yakni ijarah terhadap perubahan atau tenaga manusia 
yang diistilahkan dengan upah mengupah, ijarah ini digunakan 
untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau 
jasa dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi istilah sewa biasanya 
digunakan dalam memanfaatkan benda sedangkan istilah upah 
digunakan dalam memanfaatkan tenaga. 
Manfaat sesuatu dalam konsep ijarah mempunyai definisi yang 
sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah 
terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi ijarah merupakan transaksi 
terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut 
sewa-menyewa. Dan ijarah juga mencakup transaksi terhadap suatu 
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pekerjaan tertentu, yaitu imbalan yang disebut juga dengan upah 
mengupah.78
G. Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang penyerapan tenaga kerja telah dilakukan oleh 
beberapa peneliti terdahulu, diantaranya adalah :
1. Arif Budiarto dan Made Heny Urmila Dewi, penelitian yang 
dilakukan pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh PDRB dan Upah 
Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui 
Mediasi Investasi Di Provinsi Bali” Penelitian ini memfokuskan 
masalah pada ketenagakerjaan yang salah satunya dapat dikurangi 
dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah 
satu indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi 
disuatu daerah tergantung kepada banyak faktor, salah satunya adalah 
kebijakan pemerintah itu sendiri.. Metode analisis yang digunakan 
adalah metode observasi non partisipan dan studi kepustakaan dalam 
pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan - bahan bacaan 
yang berhubungan dengan penelitian untuk mendapatkan masukan 
yang dibutuhkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder yang berbentuk data runtut waktu yang diperoleh dari 
berbagai sumber.
Hasil analisis data menunjukkan, bahwa PDRB berpengaruh positif 
signifikan terhadap investasi dan tingkat penyerapan tenaga kerja. 
                                                            
78 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor 
Keuangan Syariah, (Jakrta; Rajawali Pers; 2016), h.131
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Upah minimum berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 
investasi dan penyerapan tenaga kerja. Investasi berpengaruh negatif 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi bukan 
merupakan variabel mediasi pengaruh upah minimum provinsi 
terhadap penyerapan tenaga kerja dan bukan merupakan variabel 
mediasi pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja.79
2. I Gustika Agung Indradewa dan Ketut Suardhika Natha, penelitian 
yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Inflasi, 
PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di 
Provinsi Bali” Penelitian ini memfokuskan masalah pada tingginya 
angka pengangguran nantinya akan meningkatkan probabilitas 
kemiskinan, dan fenomena-fenomena sosial-ekonomi di masyarakat 
seperti kriminalitas dan fenomena-fenomena lainnya. Provinsi Bali 
dengan potensi pariwisatanya ternyata masih memiliki jumlah 
pengangguran yang cukup banyak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh dari tiga faktor yang secara teori 
memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Ketiga faktor 
tersebut di Provinsi Bali adalah inflasi, Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) dan upah minimum.“Metode analisis yang digunakan 
adalah metode penelitian bersifat asosiatif kausal dengan pendekatan 
kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) yaitu data time series selama dua puluh tahun. Analisis yang 
                                                            
79 Arif Budiarto, Made Heny Urmila Dewi, “Pengaruh PDRB dan Upah Minimum 
Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Mediasi Investasi Di Provinsi Bali”. 
Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 4, No. 10, (Oktober 2015), h.1219-1229
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digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Data diolah dengan 
menggunakan Eviews.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tingkat inflasi, PDRB dan 
upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013.  2) 
Variabel inflasi”secara parsial”tidak”berpengaruh signifikan terhadap
penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. 3) Variabel PDRB”secara 
parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap”penyerapan tenaga 
kerja di Provinsi Bali. 4) Variabel upah minimum”secara parsial 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap”penyerapan tenaga kerja 
di Provinsi Bali.80
3. Martini, penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul 
“Pengaruh Produk Domestik Bruto sektoral, rata-rata upah minimum 
provinsi dan investasi baik secara parsial maupun simultan terhadap 
penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006-2013”. Penelitian ini 
memfokuskan masalah pada pengaruh Produk Domestik Bruto 
sektoral, rata-rata upah minimum provinsi dan investasi baik secara 
parsial maupun simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di 
Indonesia tahun 2006-2013. Metode analisis yang digunakan adalah 
metode penelitian bersifat asosiatif kausal dengan pendekatan 
kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) dan Departemen Koperasi dan UKM di Indoensia. Analisis yang 
                                                            
80 I Gustika Agung Indradewa dan Ketut Suardhika Natha, “Pengaruh Inflasi, PDRB dan 
Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali”. Jurnal Ekonomi 
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digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model regresi 
Random Effect. Data diolah dengan menggunakan Eviews 9.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto 
sektoral berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 
kerja dengan koefisian 1,212 dan signifikansi 0,0000. Rata-rata upah 
minimum provinsi berpengaruh posistif dan signifikan terhadap 
penyerapan tenaga kerja dengan koefisien 0,771 dan signifikansi 
0,0000. Investasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga 
kerja dengan koefisien -1,470 dan signifikansi 0,0000. Produk 
Domestik Bruto sektoral, rata-rata upah minimum provinsi dan 
investasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 
Kesempaan Kerja dengan nilai F statistik 28.849 dan signifikansi 
0,0000.81
4. Febryana Rizqi Wasilaputri, penelitian yang dilakukan pada tahun 
2016 dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pdrb Dan 
Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 
2010-2014”. Penelitian ini memfokuskan masalah yang dihadapi 
diantaranya peningkatan angkatan kerja yang lebih tinggi daripada 
penyerapan tenaga kerja. Upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja 
tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, 
seperti upah minimum provinsi, PDRB dan investasi. Metode analisis 
                                                            
81 Martini, “Pengaruh Produk Domestik Bruto sektoral, rata-rata upah minimum provinsi 
dan investasi baik secara parsial maupun simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di 
Indonesia tahun 2006-2013”. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi. Vol. 5, No. 5, (2016), h.436-
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yang digunakan adalah metode penelitian bersifat asosiatif kausal 
dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini merupakan data panel enam Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-
2014. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upah minimum provinsi 
secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan 
tenaga kerja; 2) PDRB secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; 3) Investasi secara parsial 
tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; 4) 
Upah minimum provinsi, PDRB dan investasi secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.82
5. Zulkarnain Nasution, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 
dengan judul “Analisis Investasi PAD dan Jumlah Unit UKM 
Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja UKM Di Kabupaten 
Labuhanbatu” Penelitian ini memfokuskan masalah pada proses 
kegiatan ekonomi harus tumbuh dan berkembang lebih cepat dari 
pertambahan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini sangat 
diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran terbuka. Dengan 
adanya penyerapan tenaga kerja maka penduduk atau masyarakat yang 
sebelumnya tidak bekerja akan mendapatkan pekerjaan yang tentunya 
akan memberikan penghasilan, dari penghasilan ini kemudaian akan 
dapat berubah menjadi konsumsi. Metode analisis yang digunakan 
                                                            
82 Febryana Rizqi Wasilaputri, “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pdrb Dan Investasi 
Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014”, Jurnal Pendidikan dan 
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adalah metode penelitian bersifat asosiatif kausal dengan pendekatan 
kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 
panel enam Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2014.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara simultan Investasi 
UKM, PAD dan jumlah unit usaha UKM berpengaruh signifikan 
terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Kabupaten 
Labuhanbatu pada tahun 2007-2016. 2) Secara parsial hasil estimasi 
data panel dengan menjelaskan bahwa PAD tidak berpengaruh 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Kabupaten
Labuhanbatu pada tahun 2007-2016. 3) Secara Parsial Investasi UKM 
dan jumlah unit usaha berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Kabupaten Labuhanbatu pada 
tahun 2007-2016.83
H. Kerangka Pemikiran
Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam 
pembangunan suatu daerah. Dapat dilihat dari strategi pembangunan dan 
sasaran tujuan daerah harus benar-benar memperhatikan aspek sumberdaya 
manusia dalam memasuki lapangan kerja. Kondisi pertumbuhan jumlah 
penduduk usia kerja dan pertumbuhan penduduk yang bekerja pada Kota 
Bandar Lampung pada tahun 2009-2017 mengalami perbandingan yang 
fluktuatif. Sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan 
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jumlah penduduk usia kerja dan pertumbuhan jumlah penduduk yang 
bekerja pada Kota Bandar Lampung tahun 2009-2017.
Pada Kota Bandar Lampung ada beberapa potensi yang sangat 
mendukung salah satunya yaitu pada potensi lokasi geografis yang sangat 
strategis dan ternyata masih memiliki jumlah penduduk yang terlalu besar 
dibandingkan dengan Kota atau Kabupaten lainnya. Pada posisi geografis 
tersebut mengantar Kota Bandar Lampung untuk meraih peluang menjadi 
salah satu pusat pertumbuhan yang berperan dalam sistem ekonomi 
regional maupun menjadi bagian dari koridor kegiatan ekonomi. Karena 
dengan adanya penyerapan tenaga kerja yang meningkat maka angka 
pengangguran akan berkurang. Dalam hal ini semakin berkembangnya 
potensi yang sangat mendukung dengan potensi lokasi geografis maka 
dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja. 
Menurut Handoko teori tentang penyerapan tenaga kerja pada dasarnya 
dipengaruhi oleh 2 indikator yaitu faktor eksternal dan faktor internal. 
Pada faktor ekternal dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari PDRB. Sedangkan faktor 
internal dipengaruhi oleh tingkat upah minimum. Dari uraian diatas, maka 
kerangka pemikiran dalam gambar berikut ini adalah dimana variabel (X1) 
yaitu inflasi, variabel (X2) yaitu PDRB dan varibel (X3) yaitu upah 






                  : Secara Parsial                                         : Secara Simultan
Kerangka pemikiran diatas ini menunjukan apakah penyerapan tenaga 
kerja dipengaruhi oleh inflasi, PDRB dan upah minimum secara parsial 
dan simultan, kemudian dilihat bagaimana dalm perspektif ekonomi islam.
I. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 
bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 
diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi
hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 
masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.84 Maka dengan mengacu 
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pada latar belakang masalah, rumusan masalah serta kerangka pemikiran 
tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:
1. Ho : Tidak Ada Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 
di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 
2009-2017.
H1 : Ada Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota 
Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2017.
2. Ho : Tidak Ada Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 
di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 
2009-2017.
H2 : Ada Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota 
Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2017.
3. Ho : Tidak Ada Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan 
Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi 
Islam Tahun 2009-2017.
H3 : Ada Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga 
Kerja 
di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 
2009-2017.
4. Ho : Tidak Ada Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap 
Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif 
Ekonomi Islam Tahun 2009-2017.
H4 : Ada Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap 
Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif 




A. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Lybrary 
Research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan 
dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, 
dokumen yang diterbitkan secara resmi ataupun yang terdapat di seluruh 
bahan cetakan, sumber-sumber yang telah dikumpulkan oleh orang lain, 
maupun hasil laporan penelitian terdahulu mengenai penyerapan tenaga 
kerja yang terjadi dibeberapa sektor.85 Penelitian ini menggali data yang 
bersumber dari data survey tahunan dan yang dipublikasikan oleh Badan 
Pusat Statistik Provinsi Lampung maupun Kota Bandar Lampung.
Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat asosiatif (Hubungan), yaitu 
suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
dua variabel atau lebih.86 Peneliti dapat melihat pengaruh dengan menguji 
hubungan dari data variabel bebas yaitu inflasi, PDRB, upah minimum dan 
data variabel terikat yaitu penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar 
Lampung tahun 2009-2017.
                                                            
85 Iqbal Hasan, Metode Penelitiannya dan Aplikasinya, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 
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B. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Penilitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif 
dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sifat 
positivisme, digunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif atau statistik dan dengan tujuan untuk menguji hipotesis 
yang telah ditetapkan.87
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. 
Sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa 
ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil.88
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah menggunakan 
data selama lima tahun yaitu dari tahun 2009-2017. Data ini diperoleh 
dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Lampung dan Kota Bandar 
Lampung.
C. Teknik Pengumpulan Data
1. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh 
dari bahan-bahan dokumentasi seperti laporan tahunan, dokumentasi 
yang dimiliki perusahaan, buku tentang teori, pendapat, dalil atau 
hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.89
Data dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk data yang telah 
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dikumpulkan, diolah dan dipublikasikan oleh pihak lain yaitu Badan 
Pusat Statistik.
2. Studi Pustaka
Studi pustaka merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan 
informasi dari berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai 
ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan, majalah, naskah, kisah 
sejarah dan dokumen. Data penelitian ini juga diperoleh dari berbagai 
sumber seperti buku teori, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu yang 
memuat teori penelitian serta sumber-sumber pustaka lainnya. 
D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah suatu pengetian abstrak yang menunjukkan 
totalitas dari seluruh obyek penelitian.90 Populasi dalam penelitian ini 
adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu data 
laporan tahunan ketenagakerjaan, inflasi, PDRB dan upah minimum 
pertahun di Kota Bandar Lampung yang telah dipublikasikan oleh BPS 
Kota Bandar Lampung.
2. Sampel
Sampel adalah himpunan obyek pengamatan yang dipilih dari 
populasi.91 Sampel dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan 
ketenagakerjaan, inflasi, PDRB dan upah minimum pertahun di Kota 
                                                            




Bandar Lampung yang telah dipublikasikan oleh BPS Kota Bandar 
Lampung yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu 9 tahun.
Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini 
adalah purposive sampling, yaitu merupakan teknik pengambilan 
sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan sampel 
adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
untuk digunakan sebagai penelitian. Dalam hal ini penulis 
menggunakan sampel 9 tahun terakhir yaitu tahun 2009-2017. 
E. Definisi Operasional Variabel
1. Variabel Bebas (X)
Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah 
a. Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga 
secara tajam (absolute) yang berlangsung terus menerus dalam 
jangka waktu cukup lama.92
b. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 
aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah.93
c. Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh 
pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja 
atau buruh yang bekerja diperusahaannya.94
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2. Variabel Terikat (Y)
Variabel terikat dalam penilitian ini adalah penyerapan tenaga kerja 
yaitu banyaknya orang yang dapat terserap untuk bekerja pada suatu 
perusahaan atau suatu instansi.95
F. Alat Analisis Data
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif asosiatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode 
Ordinal Least Square (OLS) untuk seluruh persamaannya. Sedangkan 
pendekatan bersifat asosiatif (Hubungan), yaitu suatu metode penelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau 
lebih.96
Pemilihan model persamaan ini didasarkan pada penggunaan model 
logaritma natural (Ln) yang memiliki keuntungan, yaitu menyamakan 
satuan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya heteroskedastisitas 
karena transformasi yang menempatkan skala untuk pengukuran variabel 
dan koefisien kemiringan agar langsung dapat menunjukkan elastisitas Y 
terhadap Xi yaitu persentase perubahan dalam Y akibat adanya persentase 
perubahan dalam Xi.97 Karena salah satu syarat yang mendasari 
penggunaan model regresi adalah terpenuhinya semua asumsi klasik, agar 
pengujian bersifat efisien.
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G. Metode Analisis Data
1. Uji Asumsi Klasik
Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa 
dipertanggungjawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada 
empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi 
data berdistribusi normal atau tidak.98 Uji ini biasanya digunakan 
untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. 
Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode 
Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui normal atau tidaknya data
yang digunakan. Jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan 
nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan 
normal. Sedangkan jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan 
nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak
normal.99
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-
variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. Pengujian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel saling 
berhubungan secara linier. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari
                                                            
98 Duwi Priyatno, Paham Analisis Data Dengan SPSS (Yogyakarta: Mediakom, 
2010), h.71
99 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 
2015), h.52
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Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Kedua ukuran 
ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang 
dijelaskan variabel independen lainnya. Multikolinieritas terjadi 
jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10. Jika nilai 
VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa 
multikolinieritas yang terjadi tidak berbahaya (lolos uji 
multikolinieritas).100
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 
model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu 
pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar kesalahan 
pengganggu maka dapat dikatakan bahwa model persamaan regresi 
linier memiliki problem autokorelasi. 101 Metode yang digunakan 
untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dalam penelitian 
ini dengan menggunakan uji durbin-watshon (uji dw). Apabila 
hasilnya tidak dapat disimpulkan maka peneliti menggunakan
metode untuk mendeteksi kembali apakah ada tidaknya gejala 
autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Runs 
Test, sebagai bagian dari statistic non-parametric dapat pula 
digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara 
random atau tidak (sistematis).
                                                            
100 Imam Ghazali I, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Semarang: 
Badan Penerbit UNDIP, 2009), h.95
101 Suriyanto, Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi Dengan SPSS (Yogyakarta: 
CV ANDI OFFSET, 2011), h.116
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d. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan kepengamatan yang lain tetap maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berebeda disebut heteroskedastisitas.102
Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji 
Spearman’s Rho yang bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya 
masalah heteroskedastisitas antara residual dengan masing-masing 
variabel. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan 
residual lebih dari 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Analisis Regresi Linier Berganda
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linier berganda. Analisis regresi ganda digunakan oleh 
peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan keadaan bagaimana 
keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel 
independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan 
nilainya).103
Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), yakni 
pengaruh Inflasi (X1), PDRB (X2) dan Upah Minimum (X3) terhadap 
Penyerapan Tenaga Kerja (Y). 
                                                            
102 Ibid, h. 120
103 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi..., h.228
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Analisis regresi ganda dapat dijabarkan dengan persamaan sebagai 
berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3
Keterangan: 
Y = Variabel dependen (Penyerapan Tenaga Kerja) 
X1 = Variabel Independen (Inflasi)
X2 = Variabel Independen (PDRB)
X3 = Variabel Independen (Upah Minimum) 
a = konstanta yaitu (nilai Y bila X1, X2, X3) = 0 
b = koefesien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan).
3. Uji Hipotesis
a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk 
menunjukkan seberapa jauh satu variabel penjelas/dependen secara 
individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi adalah sebesar 
0,05 (α=5%).104 Keputusan penerimaan hipotesis atau 
penolakannya adalah sebagai berikut:
1) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan H1,H2,H3
ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini 
membuktikan bahwa secara parsial variabel independen tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
                                                            
104 Imam Ghazali III, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. 
(Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2013), h.98
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2) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan H1,H2,H3
diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa 
secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen.
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji f)
Uji F merupakan suatu pengujian signifikansi persamaan yang 
digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 
independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent.105
Kriterianya adalah :
1) Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan H4 ditolak. Hal 
ini membuktikan bahwa secara simultan (bersama-sama)
variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel dependen.
2) Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan H4 diterima. Hal 
ini membuktikan bahwa secara simultan (bersama-sama)
variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel dependen.
c. Koefisien Determinasi
Koefesien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Nilai koefesien determinasi adalah antara nol dan 1. 
Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 
                                                            
105 Juliansah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya 
Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2011), h.162
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independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 
terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 
untuk memprediksi variasi variabel dependen. Koefesien 
determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 
variabel independen (inflasi, pdrb dan upah minimum) terhadap 
variabel dependen (penyerapan tenaga kerja).106
                                                            
106 Ibid. h. 110
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BAB IV
GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung
Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Propinsi Lampung. 
Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, 
politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat 
kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung 
terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit 
kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga 
menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar 
Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. 
Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5o20’sampai 
dengan 5o30’lintang selatan dan 105o28’ sampai dengan 105o37’ 
bujur timur. Ibukota propinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung 
yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung 
memiliki luas wilayah yaitu 197,22 Km2 yang terdiri dari 20 
kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar
Lampung dibatasi oleh:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
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c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan
Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang 
Kabupaten Lampung Selatan.
2. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung
Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Propinsi Lampung merupakan 
Keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti 
Undangundang No. 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-
undang No. 14 tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan 
menjadi Propinsi Lampung dengan Ibu Kota nya Tanjung karang–
Teluk betung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 1983. Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang – Teluk
betung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar 
Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 
berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung. 
Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1975 dan Peraturan 
Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota 
Bandar Lampung dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 
9 kecamatan dengan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan surat 
keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor 
G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan 
MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang 
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pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota 
Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 84 kelurahan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 
Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan 
kecamatan dan kelurahan, maka kota Bandar Lampung menjadi 13 
kecamatan dengan 98 kelurahan. Pada tahun 2012, melalui Peraturan 
Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang 
penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan, yang kemudian 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 
Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar 
Lampung Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran 
kecamatan yang semula berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 
kecamatan dan pemekaran kelurahan yang semula berjumlah 98 
kelurahan menjadi 126 kelurahan. 
Sejak tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar Lampung telah 
dijabat oleh beberapa Walikota/KDH Tingkat II berturut - turut sebagai 
berikut :
Tabel 4.1
Daftar Walikota Bandar Lampung beserta Priode Jabatan
No. Walikota/KDH Tingkat II Periode Jabatan
1 SUMARSONO Periode 1956-1957
2 H. ZAINAL ABIDIN P.A Periode 1957-1963
3 ALIMUDIN UMAR, SH Periode 1963-1969
4 Drs.H.M.THABRANI DAUD Periode 1969-1976
5 Drs. H. FAUZI SALEH Periode 1976-1981
6 Drs.H.ZULKARNAIN SUBING Periode 1981-1986
7 Drs.H.A NURDIN MUHAYAT Periode 1986-1995
8 Drs. H. SUHARTO Periode 1996- 2006
9 EDY SUTRISNO, S.Pd, M.Pd Periode 2006-2010
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10 Drs. H. HERMAN HN, MM
Periode 2010 s.d. 
sekarang
Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2018
B. Hasil Penelitian
1. Analisis Data
a. Hasil Uji Asumsi Klasik 
1) Hasil Uji Normalitas 
Data yang diuji sebelumnya harus memenuhi persyaratan 
normalitas, pengujian ini digunakan uji one sample 
kolmogorov-smirnov. Data yang dinyatakan berdistribusi 
normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil analisis 
terhadap asumsi normalitas dengan kolmogorof-smirnov 




Sumber : SPSS 17 Data Sekunder diolah, 2019
90
Hasil uji normalitas pada tabel 4.2 di atas dengan 
menggunakan metode one sample kolmogorov-smirnov 
menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel independen dan 
variabel dependen pada jumlah (N) sebesar 9 adalah 0,953. 
Berarti data dari penelitian ini berdistribusi normal karena nilai 
residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau 0,953 > 0,05, 
sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian 
hipotesis.
2) Hasil Uji Multikolinieritas 
Penelitian ini dilakukan terhadap data bahwa data harus 
terbebas dari gejala multikolinieritas, gejala ini ditunjukkan 
dengan korelasi antar variabel independen. Pengujian dalam uji 
multikolinieritas dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation 
Factor) harus berada dibawah 10. 
Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas
Sumber : SPSS 17 Data Sekunder diolah, 2019
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Hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.3 menunjukkan 
bahwa data yang tidak terjadi gejala multikolinieritas antara 
masing-masing variabel independen dalam model regresi yaitu 
melihat nilai VIF dan nilai tolerance. Hasil perhitungan 
tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang 
memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada 
korelasi antar variabel independen yang nilainya. Hasil 
perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga 
menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel 
independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.
3) Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu 
pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi 
dalam penelitian maka digunakan Uji Run Test. Uji run test 
digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat 
korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat 
hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak 
atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah residual 




Sumber : SPSS 17 Data Sekunder diolah, 2019
Hasil uji autokorelasi (Runs Test) pada tabel 4.4
menunjukkan bahwa pada Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 1,000 
lebih besar > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala 
atau masalah autokorelasi antar nilai residual. 
4) Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah 
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan 
residual satu pengamatan yang lain. Jika variance dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau 
tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau 
tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan
Uji Spearman’s Rho yang bertujuan untuk mendeteksi ada 
tidaknya masalah heteroskedastisitas antara residual dengan 
masing-masing variabel. Jika nilai signifikansi antara variabel 
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Sumber : SPSS 17 Data Sekunder diolah, 2019
Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.5 menunjukkan 
bahwa korelasi Inflasi dengan unstandardized residual nilai 
signifikansi sebesar 0,798, pada korelasi PDRB dengan 
unstandardized residual nilai signifikansi sebesar 0,731 dan 
pada korelasi Upah Minimum dengan unstandardized residual 
nilai signifikansi sebesar 0,932. Karena signifikansi lebih dari 
0.05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi 
masalah heteroskedastisitas.
b. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linier berganda. Analisis regresi ganda digunakan 
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oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan keadaan 
bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), 
bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor 
dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) dan untuk membuktikan 
ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel 
bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Analisis 
regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 
mengetahui pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap 
penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung tahun 2009-
2017.
Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Sumber : SPSS 17 Data Sekunder diolah, 2019
Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai 
berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3
Y = 12,144 + 0,056X1 – 1,414X2 + 0,233X3
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Dimana :
Y = Penyerapan Tenaga Kerja 
X1 = Inflasi
X2 = PDRB
X3 = Upah Minimum
a  = Konstanta
Kofisien-koefisien persamaan regresi linear berganda diatas 
dapat diartikan dan diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1) Berdasarkan konstanta sebesar 12,144 pada persamaan 
regresi menunjukkan apabila variabel independen nilainya 
0, maka keputusan faktor penyerapan tenaga kerja adalah
sebesar 12,144.
2) Koefisien regresi X1 (inflasi) sebesar 0,056 artinya jika 
inflasi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka 
penyerapan tenaga kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,056. 
Koefisien bernilai positif antara inflasi dengan penyerapan 
tenaga kerja yang menyatakan bahwa apabila variabel 
inflasi semakin tinggi maka penyerapan tenaga kerja pun 
semakin tinggi pula.
3) Koefisien regresi X2 (PDRB) sebesar –1,414 artinya jika 
PDRB mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka 
penyerapan tenaga kerja (Y) akan mengalami penurunan 
sebesar –1,414. Koefisien bernilai negatif berarti terjadi 
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hubungan yang tidak positif antara PDRB dengan 
penyerapan tenaga kerja. Jika PDRB meningkat maka 
penyerapan tenaga kerja akan mengalami penurunan.
4) Koefisien regresi X3 (upah minimum) sebesar 0,233 artinya 
jika upah minimum mengalami kenaikan sebesar 1 satuan 
maka penyerapan tenaga kerja (Y) akan meningkat sebesar 
0,233. Koefisien bernilai positif antara upah minimum
dengan penyerapan tenaga kerja yang menyatakan bahwa
apabila variabel upah minimum semakin tinggi maka 
penyerapan tenaga kerja pun semakin tinggi pula. 
c. Hasil Uji Hipotesis
1) Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)
Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 
pengaruh masing-masing variabel independen (Inflasi, PDRB 
dan Upah Minimum) secara individual dalam menerangkan 
variabel dependen (Penyerapan Tenaga Kerja). Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi adalah 
sebesar 0,05 (α=5%).107 Keputusan penerimaan hipotesis atau 
penolakannya adalah sebagai berikut:
a) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan 
H1,H2,H3 ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal 
ini membuktikan bahwa secara parsial variabel independen 
                                                            
107 Imam Ghazali III, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. 
(Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2013), h.98
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tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
dependen. 
b) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan 
H1,H2,H3 diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini 
berarti bahwa secara parsial variabel independen 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen.
Tabel 4.7
Hasil Uji Signifikansi Parsial
Sumber : SPSS 17 Data Sekunder diolah, 2019
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada 
tabel 4.7 diperoleh nilai:
a) Variabel Inflasi (X1)
Variabel inflasi (X1) mempunyai t hitung yakni 0.900 
dan nilai signifikan sebesar 0,409. Ketentuan pengambilan 
keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada 
besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh 
nilai signifikansi sebesar 0,409 > 0,05, maka dapat 
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disimpulkan bahwa Ho diterima dan H1 ditolak. Secara 
parsial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap 
penyerapan tenaga kerja dengan taraf kepercayaan variabel 
inflasi (X1) 95% tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 
penyerapan tenaga kerja (Y). Hal ini berarti semakin tinggi 
atau rendahnya inflasi maka tidak akan mempengaruhi 
tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja.
b) Variabel PDRB (X2)
Variabel PDRB (X2) mempunyai t hitung yakni -2,601 
dan nilai signifikan sebesar 0,048. Ketentuan pengambilan 
keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada 
besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh 
nilai signifikansi sebesar 0,048 < 0,05, maka dapat 
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H2 diterima. Secara 
parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan 
tenaga kerja dengan taraf kepercayaan variabel PDRB (X2) 
95% memiliki pengaruh terhadap variabel penyerapan 
tenaga kerja (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau 
rendahnya PDRB maka akan mempengaruhi tinggi 
rendahnya penyerapan tenaga kerja.
c) Variabel Upah Minimum (X3)
Variabel upah minimum (X3) mempunyai t hitung 
yakni 3,978 dan nilai signifikan sebesar 0,011. Ketentuan 
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pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak 
didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil 
penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,011 < 0,05, 
maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H2 diterima. 
Secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap 
penyerapan tenaga kerja dengan taraf kepercayaan variabel 
upah minimum (X3) 95% memiliki pengaruh terhadap 
variabel penyerapan tenaga kerja (Y). Hal ini berarti 
semakin tinggi atau rendahnya upah minimum maka akan 
mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja. 
2) Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji f)
Uji F merupakan suatu pengujian signifikansi persamaan 
yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel 
dependent.108 Kriterianya adalah :
a) Jika F hitung < F tabel, maka Ho ditolak dan H4 diterima.
b) Jika F hitung > F tabel, maka Ho diterima dan H4 ditolak. 
Apabila F hitung < F tabel, maka Ho ditolak dan H4
diterima yang artinya variabel independen secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel dependen.
                                                            
108 Juliansah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya 
Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2011), h.162
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Tabel 4.8
Hasil Uji Signifikansi Simultan
Sumber : SPSS 17 Data Sekunder diolah, 2019
Adapun hasil dalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel 
4.8 diatas. Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau 
ditolak, terlebih dahulu menentukan f tabel dengan signifikan 
5% = 0,05 (uji 2 sisi) dan derajat kebebasan df1 (N1) = Jumlah 
variabel (variabel bebas + terikat) -1 atau 4-1 = 3 sedangkan 
df2 (N2) = n – k (variabel bebas) -1 atau 9-3-1 = 5. hasil 
diperoleh f tabel sebesar 5,41.
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada 
tabel 4.8 diperoleh F hitung yakni 6,920 dan nilai signifikan 
sebesar 0,031. Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung 6,920 > 
F tabel 5,41 dan nilai signifikansi sebesar 0,031 < 0,05, maka 
dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H4 diterima yang 
artinya variabel independen (inflasi, PDRB dan upah 
minimum) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 
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dependen (penyerapan tenaga kerja). Maka dengan kata lain 
variabel-variabel independen memiliki taraf kepercayaan 95%
mampu menjelaskan besarnya variabel dependen yaitu variabel
penyerapan tenaga kerja.
3) Koefisien Determinasi
Koefesien determinasi (R2) pada intinya mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Nilai koefesien determinasi adalah antara 
nol dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti 
variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
dependen. Koefesien determinasi yaitu untuk mengetahui 
seberapa besar kontribusi variabel independen (inflasi, pdrb dan 
upah minimum) terhadap variabel dependen (penyerapan 
tenaga kerja). Adapun hasil perhitungannya adalah :
Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Sumber : SPSS 17 Data Sekunder diolah, 2019
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Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui hasil uji koefisien 
determinasi pada output model sumary dari analisis regresi 
berganda tepatnya kolom R Square sebesar 0,806. Jadi 
pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap 
penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 80,6% sedangakn 
sisanya 19,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
termasuk dalam variabel penelitian.
2. Pembahasan
a. Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Secara Parsial 
Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung pada 
tahun 2009-2017
1) Pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja
Hasil penelitian terkait dengan pengaruh inflasi terhadap 
penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dari tahun 
2009-2017 menunjukkan bahwa angka koefisien regresi X1
(inflasi) sebesar 0,056 artinya jika inflasi mengalami kenaikan 
sebesar 1 satuan maka penyerapan tenaga kerja (Y) akan 
meningkat sebesar 0,056. Koefisien bernilai positif antara 
inflasi dengan penyerapan tenaga kerja yang menyatakan 
bahwa apabila variabel inflasi semakin tinggi maka penyerapan 
tenaga kerja pun semakin tinggi pula. 
Adapun secara parsial diketahui untuk variabel inflasi (X1) 
mempunyai t hitung yakni 0.900 dan nilai signifikan sebesar 
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0,409. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima 
atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. 
Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,409 > 
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan H1 
ditolak. Secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan 
terhadap penyerapan tenaga kerja dengan taraf kepercayaan 
variabel inflasi (X1) 95% tidak memiliki pengaruh terhadap 
variabel penyerapan tenaga kerja (Y). Hal ini berarti semakin 
tinggi atau rendahnya inflasi maka tidak akan mempengaruhi 
tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan analisis diatas memiliki kesuaian dengan teori 
yang ada yaitu menurut teori kuantitas (kaum klasik) pada 
proses volume uang yang beredar, inflasi hanya bisa terjadi 
kalau ada penambahan volume uang yang beredar dalam 
masyarakat. Hal ini inflasi yang terjadi pada perekonomian 
memiliki beberapa dampak yang diantaranya adalah inflasi 
dapat menyebabkan perubahan output, volume uang yang 
beredar dan tenaga kerja dengan cara memotivasi perusahaan 
untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah 
dilakukannya tergantung intensitasi inflasi terjadi.
Apabila terjadi peningkatan inflasi yang tinggi maka akan
mengalami penambahan uang yang beredar, sehingga 
penambahan uang yang beredar tersebut akan dibelanjakan 
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masyarakat agar ingin menghindari kerugian yang timbul 
seandainya mereka memegang uang tunai. Hal ini akan 
menyebabkan terjadinya inflasi dengan meningkatnya harga 
juga diiringi dengan penambahan uang yang beredar. Sehingga 
mengakibatkan turunnya permintaan tenaga kerja.
Tidak signifikansinya inflasi terhadap penyerapan tenaga 
kerja di Kota Bandar Lampung ini diduga disebabkan karena 
faktor pada tahun 2008 pernah terjadi krisis ekonomi yang 
sepenuhnya belum pulih di tahun 2009 hingga tahun 2017. 
Karna pada tahun 2010 sejumlah bahan kebutuhan pokok di 
lampung terjadi kenaikan harga, terutama beras dan sayur-
sayuran yang bertahan tinggi.
Kondisi yang berlangsung hampir di sepanjang tahun 2010 
itu memicu inflasi tinggi di Kota Bandar Lampung yaitu hingga 
mencapai 9,95% dtahun 2010. Sedangkan dari tahun tersebut 
hingga tahun 2017 inflasi di Kota Bandar Lampung mengalami 
penurunan dan meningkatnya berfluktuatif. Akan tetapi tidak 
mencapai setinggi di tahun 2010. Sehingga itulah yang 
menyebabkan tidak adanya pengaruh signifikan secara parsial
di Kota Bandar Lampung.
Hal ini serupa dengan penelitian dari I Gusti Agung 
Indradewa dan Ketut Suardhika Natha yang hasil penelitiannya 
menyatakan bahwa inflasi secara parsial berpengaruh tidak 
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signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila semakin 
tinggi atau rendahnya inflasi, maka tidak memiliki pengaruh 
terhadap tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja.
2) Pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja
Hasil penelitian terkait dengan pengaruh PDRB terhadap 
penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dari tahun 
2009 hingga 2017 menunjukkan bahwa angka koefisien regresi 
X2 (PDRB) sebesar –1,414 artinya jika PDRB mengalami 
kenaikan sebesar 1 satuan maka penyerapan tenaga kerja (Y) 
akan mengalami penurunan sebesar –1,414. Koefisien bernilai 
negatif berarti terjadi hubungan yang tidak positif antara PDRB
dengan penyerapan tenaga kerja. Jika PDRB meningkat maka 
penyerapan tenaga kerja akan mengalami penurunan.
Adapun secara parsial diketahui untuk variabel PDRB (X2) 
yaitu upah minimum bertanda positif sebesar 0,233, artinya 
menunjukkan setiap kenaikan 1% PDRB maka penyerapan 
tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 0,233%. Hasil 
penelitian koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi 
hubungan positif antara PDRB dan penyerapan tenaga kerja. 
Jika semakin bertambahnya PDRB maka akan meningkatkan 
jumlah penyerapan tenaga kerja dan sebaliknya. 
Berdasarkan analisis diatas terdapat kesesuaian dengan teori 
yang ada yaitu menurut Slow-Swam, pertumbuhan ekonomi 
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tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi seperti, 
pertumbuhan penduduk, tenaga kerja dan penyerapan tenaga 
kerja yang dapat dilihat dari tingkat PDRB. Pandangan teori ini 
didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis ekonomi 
klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat 
pengerjaan penuh dan tingkat pemanfaatan penuh dari faktor 
produksinya. Dengan kata lain selanjutnya akan terus 
berkembang dan semua itu bergantung pada pertambahan 
penduduk, tenaga kerja optimal dan terserapnya tenaga kerja.
Berpengaruhnya PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja 
di Kota Bandar Lampung ini diduga disebabkan karena letak 
geografis yang mengantar Kota Bandar Lampung untuk meraih 
peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang berperan 
dalam sistem ekonomi regional IMS-GT maupun menjadi 
bagian dari koridor kegiatan ekonomi. Dalam konstelasi ruang 
perekonomian tersebut, Kota Bandar Lampung berpeluang 
mengisi fungsi-fungsi ekonomi secara selektif dan kompetitif, 
terutama dalam sistem pusat-pusat pertumbuhan yang ada di 
Kota Bandar lampung.
Hal ini serupa dengan penelitian dari I Gusti Agung 
Indradewa dan Ketut Suardhika Natha yang hasil penelitiannya 
menyatakan bahwa PDRB secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila semakin 
107
tinggi atau rendahnya PDRB, maka memiliki pengaruh 
signifikan terhadap tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja.
3) Pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja
Hasil penelitian terkait dengan pengaruh upah minimum 
terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung 
dari tahun 2009 hingga 2017 menunjukkan bahwa angka 
koefisien regresi X3 (upah minimum) sebesar 0,233 artinya jika 
upah minimum mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka 
penyerapan tenaga kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,233. 
Koefisien bernilai positif antara upah minimum dengan 
penyerapan tenaga kerja yang menyatakan bahwa apabila
variabel upah minimum semakin tinggi maka penyerapan 
tenaga kerja pun semakin tinggi pula. 
Adapun secara parsial t hitung yakni 3,978 dan nilai 
signifikan sebesar 0,011 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 
jika nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan H3 diterima, 
sehingga variabel upah minimum berpengaruh signifikan 
terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai t positif menunjukkan 
bahwa variabel X3 mempunyai hubungan yang searah dengan 
Y. Sehingga dapat disimpulkan variabel upah minimum secara 
parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
penyerapan tenaga kerja, maka taraf kepercayaan variabel upah 
minimum (X3) 95% memiliki pengaruh terhadap variabel 
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penyerapan tenaga kerja (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau 
rendahnya upah minimum mempengaruhi tinggi rendahnya 
penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan analisis diatas terdapat kesesuaian dengan teori 
yang ada yaitu Teori upah efisiensi ini juga menyebutkan 
dengan penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja 
meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat 
meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah juga 
memungkinkan buruh untuk menyekolahkan anaknya dan 
memberi nutrisi yang lebih baik bagi anak-anaknya. Keduanya 
dalam jangka panjang akan memberi dampak yang besar 
terhadap peningkatan produktivitas. Upah yang dibayarkan 
menurut teori ini jauh diatas upah keseimbangan. Hal tersebut 
selain akan meningkatkan produktivitas juga akan 
menimbulkan loyalitas pekerja dapat membuat lebih banyak 
pekerja yang berkualitas.
Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk 
menyekolahkan anaknya dan memberi nutrisi yang lebih baik 
bagi anak-anaknya. Keduanya dalam jangka waktu tertentu 
akan memberi dampak yang besar terhadap peningkatan 
produktivitas. Sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah 
penyerapan tenaga kerja.
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Berpengaruhnya upah minimum terhadap penyerapan 
tenaga kerja di Kota Bandar Lampung ini diduga disebabkan 
karena pada tahun 2014 muncul permasalahan dalam kebijakan 
penetapan upah minimum kota (UMK) di Bandar Lampung 
bahwa penetapan UMK yang diputuskan tidak sesuai dengan 
kebutuhan hidup layak (KHL). Selain itu, nominal yang 
diputuskan jauh dari standar yang ditetapkan Kota. 
Hal ini menunjukkan dalam proses perumusan penetapan 
kebijakan UMK tidak menunjukkan sinergisitas antara Kota 
dan Provinsi. Akan tetapi hal tersebut tidak begitu 
mempengaruhi pada peningkatan ataupun penurunan 
penyerapan tenaga kerja selama 9 tahun, yaitu dari tahun 2009 
hingga 2017. Karna setelah diteliti bahwa upah minimum 
termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan 
tenaga kerja di Kota Bandar lampung.
Hal ini serupa dengan penelitian dari Martini yang hasil 
penelitiannya menyatakan bahwa upah minimum secara parsial  
berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 
Apabila upah minimum naik maka jumlah penyerapan tenaga 
kerja akan meningkat dan begitupun apabila upah minimum 
mengalami penurunan maka jumlah penyerapan tenaga kerja 
akan turun.
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b. Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Secara Simultan
Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung pada 
tahun 2009-2017
Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung yakni 6,920 dan nilai 
signifikan sebesar 0,031. Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung 
6,920 > F tabel 5,41 dan nilai signifikansi sebesar 0,031 < 0,05, maka 
dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H4 diterima yang artinya 
variabel independen (inflasi, PDRB dan upah minimum) secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (penyerapan 
tenaga kerja). Maka dengan kata lain variabel-variabel independen
memiliki taraf kepercayaan 95% mampu menjelaskan besarnya 
variabel dependen yaitu variabel penyerapan tenaga kerja.
Sedangkan, dari hasil analisis menunjukkan bahwa hasil uji 
koefisien determinasi (R2) diperoleh dari kolom R Square sebesar 
0,806. Jadi pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap 
penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 80,6% sedangakn sisanya 19,4% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel 
penelitian.
Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan 
tenaga kerja memiliki dua faktor yaitu lingkungan internal dan 
eksternal. Sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Handoko 
menjelaskan bahawa penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat 
pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan tingkat inflasi adalah secara 
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eksternal. Sedangkan secara internal dipengaruhi oleh tingkat upah 
minimum..
c. Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan 
Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi 
Islam
Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat 
umum dan terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai 
macam barang itu naik dengan dengan persentase yang sama. Menurut
sistem ekonomi Islam inflasi bukan merupakan suatu masalah utama 
ekonomi secara agregat, karena mata uangnya stabil dengan 
digunakannya mata uang dinar dan dirham. Penurunan nilai masih 
mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal 
dinar itu mengalami penurunan, diantaranya akibat ditemukannya emas 
dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali 
kemungkinannya. 
Menurut para ekonomi Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi 
perekonomian karena: Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, 
terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi dari pembayaran di muka, 
dan fungsi dari unit perhitungan. Melemahkan semangat menabung 
dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. Meningkatkan 
kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan 
barang- barang mewah. 
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Taqiuddin Ahmad ibn al-maqrizi (1364M–1441M) menggolongkan 
inflasi dalam dua golongan yaitu: Natural Inflation dan Human Error 
Inflation. Inflasi jenis natural inflation ini diakibatkan oleh sebab-sebab 
alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali. Ibn al-Maqrizi 
mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh 
turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya permintaan agregatif 
(AD). Sedangkan human error inflation adalah inflasi yang diakibatkan 
oleh kesalahan dari manusia yang menyimpang atau melanggar dari 
aturan dan kaidah-kaidah syariah. Karena Inflasi merupakan suatu 
gejala buruk yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi bahwa 
mengakibatkan merugikan masyarakat. Sebagaimana firman Allah swt 
yang terdapat dalam Q.S Ar-Ruum (30) Ayat 41 :
            
        
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator 
ekonomi makro suatu daerah yang menggambarkan ada atau tidaknya 
pengembangan perekonomian daerah dan untuk mengetahui 
pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan 
ekonomi yang tidak diketahui oleh faktor harga. Pertumbuhan ekonomi 
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dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang 
menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi 
oleh masyarakat. Ditinjau dari sejarah pada zaman Rasulullah saw dan 
empat khalifah pada permulaan islam untuk pengembangan ekonomi 
serta peningkatan pertisipasi kerja dan produksi yaitu mendorong 
masyarakat memulai aktifitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri 
maupun bekerjasama dengan kelompok lainnya tanpa di biayai oleh 
Baitul mal. Kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan oleh 
Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin dengan mengeluarkan dana 
Baitul mal. Kedua jenis kebijakan ini dijelaskan pada bagian berikut 
untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh setiap orang dalam 
pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan islam.
Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan pertumbuhan terus 
menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan 
kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Jika pertumbuhan ekonomi 
yang terjadi justru memicu hancurnya nilai-nilai keadilan dan 
kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan ekonomi tidak sesuai 
dengan prinsip ekonomi syariah. Karena sistem ekonomi islam sangat 
melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang 
miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya 
untuk memperhatikan si miskin. 
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Seperti dalam firman Allah swt pada Q.S Adz-Dzariyaat (51) Ayat 
19 :
            
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan 
orang miskin yang tidak mendapat bagian.
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah swt menyatakan agar si 
kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan 
masyarakat, baik dengan jalan zakat, shadaqoh, hibah, wasiat dan 
sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik. Islam memang 
tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan, namun 
islam tidak membiarkan buruknya distribusi kekayaan.
Disisi lain umat islam dianjurkan untuk bekerja dan upah juga 
diatur dalam islam bahwa dalam menetapkan upah pekerja harus 
menerima upah secara adil dan layak. Dalam Islam upah disebut juga 
dengan ujrah yang dihasilkan dari akad ijarah. Menurut ulama Hanafi 
Ijarah adalah transaksi dalam suatu manfaat dengan imbalan tertentu 
yang dibolehkan. Jadi, upah adalah bentuk kopensasi atas jasa yang 
telah diberikan oleh tenaga kerja. 
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Dalam Al-Quran upah didefinisikan secara menyeluruh dalam Q.S 
At-Taubah (9) Ayat 105 :
         
             
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
Ayat diatas menjelaskan bahwa menurut Islam, upah terdiri dari 
dua bentuk, yaitu upah dunia dan upah akhirat. Dengan kata lain ayat 
tersebut diatas mendefinisikan upah dengan imbalan yang diterima 
seorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi yang didunia 
dan imbalan yang berupa pahala diakhirat. Imbalan materi yang 
diteriman seorang pekerja didunia haruslah adil dan layak, sedangkan 
imbalan pahala diakhirat merupakan imbalan yang lebih baik diterima 
oleh seorang muslim dari Tuhan-Nya. 
Pada dasarnya upah yang diberikan oleh pekerja dalam segala hal
berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan standar upah 
minimum provinsi atau kota. Dalam hal ini dijelaskan dalam Peraturan 
Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2018. Upah Minimum 
Kota Pasal 36 Ayat (1)” Setiap perusahaan wajib melaksanakan upah 
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minimum kota (UMK) sebagai jaring pengaman dasar pembayaran 
upah”. lalu dijelaskan pula dalam Pasal 36 Ayat (4) “perusahaan 
dilarang membuat perjanjian/kesepakatan membayar upah dibawah 
upah minimum”. 
Menurut Ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip ketenagakerjaan 
yang salah satunya yaitu prinsip keadilan. Keadilan penting bagi 
kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang 
layak sesuai dengan aktivitasnya. Sesuai dengan firman Allah swt Q.S 
Al-Hadid (57) Ayat 25:
                
           
                 
Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab 
dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan 
Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) 
dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-
rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat 
lagi Maha Perkasa.
Prinsip keadilan di sini berkaitan dengan keadilan yang dilakukan 
oleh pengusaha yaitu adil dalam hal memberikan konpensasi atas apa 
yang telah dilakukan oleh seorang pekerja, adil dalam memilih tenaga 
kerja yang cocok untuk bidangnya dan juga keadilan bisa diihat dari 
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segi pekerja yaitu pekerja harus melakukan kewajiban seorang pekerja 
yaitu memenuhi semua kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja. 
Pekerja harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya





Setelah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dalam 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah 
Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung 
Dalam Perspektif Ekonomi Islam” maka dapat di simpulkan sebagai 
berikut : 
1. Variabel inflasi secara parsial berpengaruh tidak signifikan 
terhadap”penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung yaitu 
semakin tinggi atau rendahnya inflasi tidak mempengaruhi tinggi 
rendahnya penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung pada 
tahun 2009-2017. Sehingga terdapat kesesuaian dengan teori kuantitas. 
Karena apabila inflasi naik dikarenakan harga meningkat maka dapat
mengakibatkan jumlah uang yang beredar menurun, konsumsi 
masyarakat menurun, produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan 
semakin sedikit dan menyebabkan pemberhentian tenaga kerja. 
Pada variabel PDRB secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap”penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung yaitu 
semakin tinggi atau rendahnya PDRB dapat mempengaruhi tinggi 
rendahnya penyerapan tenaga kerja. Maka terdapat kesesuaian dengan 
teori Slow-swam. Karena ketika PDRB mengalami kenaikan maka 
119
akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat, 
sehingga akan menyerap tenaga kerja semakin banyak. 
Sedangkan variabel upah minimum secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap”penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung 
yaitu semakin tinggi atau rendahnya upah minimum dapat
mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja. Maka
terdapat kesesuaian dengan teori upah efisiensi. Oleh karena itu 
sebaiknya pemerintah harus mempertahankan keadilan dalam 
menetapkan upah minimum supaya tidak terjadi ketimpangan antar 
daerah. Penyerapan tenaga kerja pun ikut berpengaruh sehingga tingkat 
kemakmuran semakin bertambah dan penyerapan tenaga kerjapun ikut 
meningkat.
2. Variabel inflasi, PDRB dan upah minimum secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota
Bandar Lampung tahun 2009-2017. Secara bersama-sama pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 80,6%. Sedangkan 
selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. Maka terdapat kesesuaian 
dengan teori Handoko yaitu jika inflasi, PDRB dan upah minimum 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di 
Kota Bandar Lampung.
3. Perspektif Ekonomi Islam mengenai inflasi, PDRB dan upah minimum
terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bandar Lampung 
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sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam karena didasarkan 
untuk kesejahteraan masyarakat.
B. Saran
1. Untuk pemerintah kota maupun daerah diharapkan agar 
memperbanyak lapangan kerja, meningkatkan laju pertumbuhan 
PDRB, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung 
kebijakan dalam mengatur laju inflasi dan penentuan upah minimum 
kota agar nantinya dapat mempengaruhi dan memaksimalkan 
penyerapan tenaga kerja yang lebih baik.
2. Untuk akademisi dengan adanya hasil penelitian ini di harapkan perlu 
diadakan penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini 
dengan menambah jumlah sampel data yang akan diteliti dan 
memperbanyak variabel agar hasilnya lebih akurat. 
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu meneliti lebih banyak 
kembali faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 
sehingga mampu memberikan hasil penelitian menjadi lebih baik.
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Data Mentah
Data-data Inflasi, PDRB dan Upah Minimum
di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017
Tahun Inflasi PDRB Upah Minimum 
Penyerapan 
Tenaga Kerja
(%) (%) (Rp) (Orang)
2009 4.14 6.01 700000 374261
2010 9.95 6.33 776500 374664
2011 4.24 6.53 865000 370995
2012 4.30 6.65 981000 330999
2013 7.56 6.77 1165000 350233
2014 8.36 7.05 1422500 381304
2015 4.65 6.33 1649500 405605
2016 2.75 6.43 1870000 405605
2017 3.14 6.28 2263390 476469
Data Siap Diolah
Data-data Inflasi, PDRB dan Upah Minimum
di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017
Tahun Inflasi PDRB Upah Minimum 
Penyerapan 
Tenaga Kerja
(LN) (LN) (LN) (LN)
2009 1.42 1.79 13.46 12.83
2010 2.30 1.85 13.56 12.83
2011 1.44 1.88 13.67 12.82
2012 1.46 1.89 13.80 12.71
2013 2.02 1.91 13.97 12.77
2014 2.12 1.95 14.17 12.85
2015 1.54 1.85 14.32 12.91
2016 1.01 1.86 14.44 12.91
2017 1.14 1.84 14.63 13.07





Hasil Uji Signifikansi Parsial
Hasil Uji Signifikansi Simultan
Hasil Uji Koefisien Determinasi


